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AllSTRAK 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian huku111 normalif atau 

penelitian doktrinal dengan bahan ht1kum yang diperoleh dari studi pustaka 

meliputi bahan hukum primer yang tcrdiri dari peraturan perundang~undangan, 

dan bahan hukum sekunder yang rerdiri darl literatur-literatur yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang !nenjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah apa saja upaya hukum pasca Putusan Arbitrase, dan 

bagaimana pengaturan upaya hukurn pasca Putusan Arbitrase dalam Undang

Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa? Dalam proses 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana lazim dlkenal dalam 

lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung pada sebuah putusan. 

Setelah pull.lsan dtbuar dan diucapkan, pihak yang dikalahkan, apabila tidak puas, 

memi1iki beberapa rnacam altematif upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase 

tersebut. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undang~Undang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membolehkan para pihak yang 

ttdak puas terhadap Putusan Arbitrase tcrSebut untuk melakukan upaya hukum 

mela.lui Majelis Arbitrase bersangkutan atau melalui pengadilan. Upaya hukum 

melalui Majelis Arbltra.se bersangkutan meliputi Permohonan Koreksi Putusan 

Arbitrase dan Permobonan Penambahan <.;tau Pengurangan Putusan Arbitrase yang 

dtatur secara singkat dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Upaya hukurn berupa Permohonan Penolakan Pengakuan 

dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal V Ayat (I) 

dan (2) Konvensi New York 1958. Sedangkan, upaya hukum berupa Pembatatan 

Putusan Arbitrase diatur dalam Pasal 70, Pasa! 71, Pasal 71 Undang-Undang 

Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa memberikan pengaturan alasan

alasan serta tata cara untuk melakukan P'embatalan Putusan Arbitrase. 

Kata kunci: 

Upaya hukum, pulusan arbitrase 
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ABSTl!AC'f 

This research is using normative law research method or doctrinal research 

method and law material from general surveying which contain primary (aw 

material that consist of law regulation and secondary law material that consist of 

literatures that gives explanation about primary law material. The problems in this 

research are what kind of legal attempt after issuing arbitral award, and how the 

arbitfation and alternative dispute settlement law regulate the legal attempt after 

issuing arbitral award. In the process of dispute settlement through arbitration, as 

known in the court, dispute examination will end in a final decision. After arbitral 

rendered the award, the losses party, if not satisfied, has some alternative legal 

attempt toward that arbitral award. As result of research can be conduded that the 

arbitration and alternative dispute settlement law permitted the unsatisfied party 

to challenge that arbitral award before the arbitral panel or the court. Legal 

attempt before arbitral panel consist of correction of the award and additional or 

reduction of the award which regulated in chapter 58 of the arbitration and 

alternative dispute settlement law. The refusal request of recognition and 

enforcement international arbitral award regulated in chapter V New York 1958 

convention. Whereas, the legal attempt to set aside the arbitral award regulated in 

chapter 70, 7L and 72 of arbitration and alternative dispute settlement law that 

gives reasons and procedures to set aside Arbltral award. 

Key WQros: 

Legal attempt arbitrai award 
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BABI 
PENDAHULUAN 

1.1~ Latar Belakang Masa:ab 

Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat 

populer digunakan oleh kalangan pelaku bisnis,' namun pelaku bisnis, 

terutama mereka yang memenangkan perkara dihinggapi kefrustasian apahila 

dihadapkan pada implementasi putusan arbitrase yang melibatkan pengadi!an,2 

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. sebagaimana 

lazim dikena! dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujlHlg 

pada sebuah putusan. Setelah putuso~ dibuat dan diucapkan, pihak yang 

dikalahkan, apebila tidak puas, memiliki beberapa macam alternatif upaya 

hukum terhadap rutusan Arbitrase tersebut.' Para pibak dimungkiukan untuk 

meminta kepada Majelis Arbitrase atau arbiter bersangku1:a:£4 atau kepada 

pengadilan untuk memperbaiki kakeliruan-keke!iruan dalam suatu putusan. 

Dalam praktek dikenal upaya hukom terhadap Putusan Arbitrase 

me!alui majelis arbitrase atau arbiter yang bersangkutan. Selain itu, dapat pola 

dilekukan upaya Putuaan Arbitrase melalui pengadilan, misalnya, upaya 

hukum penolakan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase, atau dengan 

eara memponnasa!ahkan Putusan Arbitrase yang Ielah dibuat dengan 

melakukan upaya hukum pembatalan Putusan Arbitrase dengan mengajukan 

'Alasan penyelesaian sengketa melalul arbitrase lebih disukal kalangan bisnis, yakui 
apnbila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lewat pengadilan. maka penyelesaian 
sengketa lewat arbitrase memilild beberapa keuntungan, antara lain: I. Prosedur tidal< berbelit 
sehingga putusan akan cepat didapat, 2. Biaya lebilt murah, 3. Putusan t!dak diekspos dimuka 
umum. 4. Hukum tethadap pembuktian dan prosedur lebih luas, 5. Paro pihak dapat memilih 
hukum mana yang akan di.berlakukan o!eh arbltrase, 6. Para plhak dapat memitih para arbiter, 
7. Dapat dipillh arbiter dari kalangan ahli dJ bidangnya, 8. Putusan dapat lebih terkait dengan 
si!uasi dan konsisi, 9. Putusan umumnya incrahi (final dan binding), 10, Putus.an arbitrase 
juga dapat dieksekusi oleh pengadiian. tanpa atau dengan sedikit review, II. Prosedur 
arbitrnse lebih mudab dimengerti oleh masyarakat banyak. 12. Menulup kemungki11anjomm 
shopping (mencoba~oba untuk memilib atau menghtndari pengadilan). Munir Fuady, 
Pengantar Hukum Bisnis, Cet. H, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), him. 322, 

2 Hikmallanto Juwana. Pembatalan Putusan Arbttmse Intemasional oleh Pengadi!an 
Nasional, Jurnal Hukum Bisnfs, Vol. 21, (Oktober-November2002), him, 61. 

3 Upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau mempcrbaikl 
kekeliruan dalam suatu putosan. Sudikno Mertokusumo, Hukurn acara Perdata Indonesia, Ed 
.5, (Yogyakarta: Liberty,1999), 111m. 195. 
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permohonan ke Pengadilan yang dianggap sebagai otoritas yang berwenang 

untuk membatalkan Putusan Arbitrase. 

Topik yang hendak diangkat clulam tulisan ini mengena.i macam

macam upaya hokum terhadap Putusan Arbitrase sebagaimana dimungkinkan 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khusuny" dalam Undang

Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa4 ()relanjutnya disebut "Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa"). 

Sebagai pendalaman, akan diketengahkan analisa atas empet perkara 

pennohonan pembatalan yang diperiksa hingga di tingkat banding pada 

Mahkantah Agung. Pertama, putusan Mahkantah Agung Nomor 

. 03/Arb.Btl/2005 dalam perkara an!J!ra PT. Comarindo Expres Tama Tour dan 

Travel melawan Yemen Airways yang membatalkan Putusan Arbitrase dari 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "BANI") Nomor 

15/ARBIBANT/JATIM/!1112004. Kedua, putusan Mabkamab Agung dalam 

perknra nomor 855K/Pdt.Sus/2008 an!J!ra PT. Persada Sembada melawan PT. 

Petronas Niaga yang mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase 

BANI dalam perkara Nomor : 266/ARB-BANT/2007. Ketiga, putusan 

Mallkarnab Agung Jalarn perknra nomor 841K/Pdt.Sus/2008 antara PT. 

Berdikari Insurance melawan PT. Kaltim Daya Mandiri yang mana 

Mabkamab Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, namun 

alasan-alasan keabsaban peugangketan arbiter dipertimbangkan. Keempat, 

putusan Mabkamab Agung dalam perkara nomor 250K/Pdt.Sus/2009 anlara 

PT. Bumigas Energy me)awan BANi dan Majelis Arbitrase nomor 

271/XI/ARB-BANI/2007, Mabkamab Agung menolak pennohonan 

pembatalan Putusan Arbitrase. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penuiis mengajukan 

penulisan tesis ini dengan judul'1Upaya Hukum P~sca Putusan Arbitrase". 

4 Indonesia, Undang~Undang Arbitrase don A1ternatif Penyelesaian Sengketa, UU 
No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872. 
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1.2. Rumusan Masalab 

Dari uraian di atas didapat rumusan masa.Jah sebagai berikut: 

a. Apa saja upaya hukum pasca Putusan Arbitrase? 

b. Bagaimana pengaturan upaya hukum pasca Putusan Arbitrase dalam 

Undang-Undang Arbitrase dan Altema.tif Penyelesaian Sengketa? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian 1m bertujuan 

untuk: 

a. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbiiiase. 

b. Untuk mengetahui pengaturan mengenai upaya-upaya hukum 

terhadap putusan arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai beribt: 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, 

khususnya berkaitan dengan arbitrase. 

b. Memberikan manfaat praktis bagi siapa saja yang membaca tesis ini. 

1.5. Definisi Operasional 

Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

memberikan definisi arbitcase sebagai berikut: 

11Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa" 5 

Sedangkan Black's Law Dictionary memberikan definisi arbitrase 

sebagai berikut: 

5 Indonesia. Unriang-Undang Arbitrase, UU No. 39 talmn 1999. LN No. 13& tahun 
1999, TLN No. 3672. ps. 1 Ayat (1). 
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"Arbitration is a method of dispute resolution involving one or more 
neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parlies 
and whose decision is binding"6 

Rumusan definisi arbiter dirumuskan Undang-undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Songketa sebagai berikut: 

"Arbiter adalah seorang atru lebih yang dipilih olah para pibak yang 
barsengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh 
lembaga arbitmse, t~ntuk memberikan putusan mengenai sengketa 
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase" 7 

Sedangkan Blackjs Law Dictionary memberikan definisi arbiter 

sebagai berikut 

"Arbitator is a neutral person who resolved disputes between parties, 
espesially by means of formal arbitration'11 

Rumusan definisi Perjanjian Arbittase dirumuskan Undang-undang 

Arbit:rnse dan Altematif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut: 

"Perjanjian Arbit:rnse adalah suatu kesepakatan bempa klausula 
arbittase yang tercantum dahun suatu perjanjian tertulis yang dibuat 
para pihak sebalum timbul sengketa, atau suatu peljanjian arbitrase 
tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa"• 

1.6. Kerangka T eori 

Hukum perdata indonesia menganut asas kebebasan berlmntrak yang 

dalam behasa lnggris disebut dengan istileh party autonomy atau freedom of 

contract.lO Asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat 

secara seh berl;:ku bagi para pihak yang membuatnya. Selain berarti bahwa 

setiap perjanjian adalah mengikat para pihak, dari pasal tersebut dapet 

6 Bryan A. Garner, ed .• BLACK'S LAW DICTIONARY, stt. ed. (St. Paui, Minnesota: 
West Publishing, 2004), hal. l I2. 

1 Indonesia, Undang-Undong Arbitrase, UU No. 39 tahun 1999. LN No. !3S tahun 
1999, TLN No. 3872, Pa..al I Ayat (7). 

8 Bryan A. Gamer, ed., Op. Cit., haL 1 !2. 
9 Jndonesia, Undang-U1tJ.ang Arbitrasc, UU No. 39 tahun i999. LN No. 138 lahun 

!999, TLN No, 3872, Pasalt Ayat (l). 
t<~ Munir Fuady, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. Jurnal Hukum 

lJisnis. Vol. 21 (Oktober-Novembcr 2002): 88 
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disimpulkan bahwa orang \eluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal 

tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. ll 

Prinsip kebebasan berkontrak tidak saja memberikan kebebasan 

kepada para pihak yang berkontrak untuk mengajukan poin·poin perikatan 

yang akan disepakati dan dilaksanakan bersama dalam kontrak, akan telllpi 

memberikan juga kebebasan kepada para pihak tersebut untuk memilih 

ataupun menyepakati langkah penyelesaian sengketa di tuar proses pengadilan 

sebagai altematif penyelesaian sengketa, bila dikemudian hari terdapet 

permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawacah oleh para 

pihak dalarn menjalankan kesepakatan-kesepakatan dalarn kontrak tersebut.l> 

Dalam kata lain, sebagai konseknsensi logis dari diberlakukannya 

prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) maka para pihak dalarn 

suatu kontrak dapat juga menentukan sendiri hal-hal sebagai berikut: l3 

a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan 

sendiri dalam kontrak tentang haknm mana yang berlaku terbadap 

interprestasi kontrak tersebut 

b. Pilihan forum (choice of forum), yakni para pihak menentukan sendiri 

dalarn kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika 

terjadi sengketa di antara para pihak dalarn kontrak tersebut 

c. Pilihan dornisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-rnasing pihak 

melakukan penunjukan di manakab domisili hukum dari para pihak 

tersebut 

Kesepakatan untuk mernilih arbitrase sebagai suatu lembaga hukum 

alternatif dalarn menyelesaikan sengketa yang muncul dari kontrak yang telah 

ditandatangani, tidak saja dapat disepakati atau pun dinyatakan para pihak 

secara tertulis dalam kontrak tersebut atau sebelum sengketa tersebut terjadi 

yang disebut sebagai factum de compromWendo, akan tetapi dapat juga 

11 Subekii. Pokok Pokok Hukum Perdala, Cet. XXVI, (Jakarta: Tntermasa, 1994), 
him. 127. 

12 Ricardo Simanjuntak, KonjUk Yurisdiksi Anlara Arbilrase Dan Pengadifan Negeri 
Da/am Memeriksa Don Mtmmwskan Perkara Yang Mengan..t;,;ng Klausula Arbitrose Di 
lndonesia.Jurnal Hukum Bisnfs. Vol. 21 (Oktober-November2002): 32 

13 Munir Fuady. Penyelesoian Sengkela Bisnis Melalui Arbitrose. Jstrnal Hulwm 
!Jisnis.Op. Cit. 
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disepakati secara tertulis kemudjan setelah perselisihan tersebut terjadi yang 

disebut sebagai akta kompromis.14 

Salah satu syarat perjanjian adalah kata sepakat. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepakat merupakan 

kesesuaian kehendak para pihak dalam suatu perjanjian. Seseorang dlnyatakan 

telah memberikan kata sepakatjika petjanjian tersebut telah sesuai dengan apa 

yang diinglnkarmya.>s 

Kemutlakan keterikatan kepada perjanjian arbitrase dengan sendirinya 

mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan atau 

memutus sengketa yang timbui dari pe~anjian.•• 

Gugumya kewenangan mutlak arbitrase hanya dapat dibenarkan 

apahila pera pihak sepakat dan setuju untuk menarik kembali secara tegas 

perjanjian arbitrase. Jadi semenjak para pihak mengikatkan diri daiam 

perJanJlan arbitrase, sejak saat itu pula dengan sendirinya Ielah labir 

kompetensi absolut pe~"'1iian arbitrase untuk menyelesaikan persengketaan 

yang tlmbul dari pe~anjian.'7 

Dengan demikian~ setiap peiJanJian yang mengandung klausul 

arbitnlSe dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk 

menyelesaikan perselisihan yang timbul dari peljanjian yang bersangkutan. 

Dengan all.ran pacta sunt servanda ini, maka klausul arbltrase merupakan 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus mereka taati 

sepenuhnya. H3 KonsekuensinyaJ setiap perjanjian yang telah mencantumkan 

klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak 

mengbapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan 

setiap perselisiban atau sengketa yang timbul dari peljanjian tersebut. Kecuaii 

14 Ricardo Simanjuntak. Kvnflik Yurisdiksi A.ntara Arbilrase Dan Peng(Idi/an Neger; 
Dafam Memeriksa Dan Memutuskan Perkaro Yang Mengandung Klausula Arbitrase Di 
Indonesia. Op. Cit. 

TS Sudargo Gaulama, Indonesian 8Wiiness Law {Bandung:PT. Citra Adity<i Bakti; 
1995), him. 76 dalam Ridwan Khairandy, Kompetensi AbsQiut Dalam Penyelesaian Sengketa 
Di Perusabaan Joint Venture. Jurnal Hukum 8isnis. Vol. 26, (No, 4 tahun 2007), hlm. 44. 

16 Ridwan Khairandy. Kompetensl Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Di 
Perusahaan Joint Venture. Jumal Hukum Bisnis. ibid., him. 44. 

11 M. Yahya Harahap, Arbi!rase. Ed. II, (Jakarta: Sinar Gratika. 2003), him, 89. 
dalam Ridwan Khatrandy, ibid., hlm. 45. 

18 M. Yahya Harahap, Arbitrase, iML dalam Ridwan Khairandy, KompettmSi 
Absoful Da/Qm PenyelesaianSengketa Di PerusahoanJoinf Venture. Ibid. 
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ditemukan hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang 

Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. 

Menurut Pas«! 70, alasan-alasan pennohonan pembatalan adalah 

apabila ada surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah 

putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Alasan lainnya. 

setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat rnenentukan, yang 

disembunyikan pihak lawan. Alasan terakhir pembatalan, putusan diambil 

dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

pemeriksaan sengketa. 

Sementara itu, Penje!asan Pasal 70 UU Arbitmse menyatakan: 

" .... Alasan-alasan permchonan pemhatalan yang disebut dalam pasa1 
ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan 
rot':nyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti1 

maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar 
pertimbangan bagi hakim untuk rnengahulkan atau menolak 
permohonan." 

1.7. Metode Penelitian 

Metode penelitiao yang digunakan dalarn penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum normatif19 atau penelitian doktrinal20, dimana penelitian 

hokum yang dilakukan adalah berupa usaha penemuao hukum in concreto 

yang Ia yak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. 

1.7.1. Pendekatan 

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan Undang-Undang 

(statute approach). pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan 

historis (historical approach)21 Pendekatan undang~undang {statute 

approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

111 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peneli£ian Hu!mm Normatif, (Jakarta: 
Rajawali Press, !990), hhn. 15. 

ro Soetandyo Wignyosubroto, Penelitan Hukum Sebuah Tipologi, maJalah 
Masyarakat Indonesia, (Tabun ke-1, No. 2j 1974), Dalam Bambang Sunggono, Metodologt' 
Penelitian Hukum, Ed. I, Cet.6_. (Jakarta: Rajagrafindo Persnda. 2003), him. 42. 

2l Lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, HJtlmru dan Metode-Metode Kajiannya, 
(Kertas Kerja, Penataran Tenaga Teknis Peneliti bukum, BPFIN Jakarta, 10-30 Nopember 
1980). 
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yang bersangkut pa.ut dengan isu hukum yang sedang ditangani.22 

Pendekatan kasus dilakulum dengan cara meJakukan telaah terhadap 

kasus~kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapj yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,23 

Pendek~tan historis dilakukan dengan menel!Ulh latar belakang apa yang 

dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. 2~ 

1. 7 .2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum yang 

diperoleh dari studi pustaka khususnya bahan hukum primer yang terdiri 

dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang 

terdiri dati literatur-Hteratur yang memberikan penjelasan rnengenai bahan 

hukum primer.25 Sumber bahan hukum ini diperoleh dari study pustaka, 

yang terdiri dari: 

a, Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas, yang mengikat, terdiri dari peraturan 

perundang undangiul dan putusan-putusan hakim yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas, diantaranya: 

I) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

AltematifPenyelesaian Sengketa (Lembaran Negara No. 138 tahun 

1999, Tarnbahan Lembaran NegaraNo. 3872).'• 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 tentang 

Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman 

ModaJ27 

22 Peter Mahmud Marzuki, Penclitlan Hukum, {Jakarta: Kencaoa, 2"001), him. 93, 
13 Ibid 
24 Ibid. 
:u Ibid., him. 141 
24 Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Allernatif Penyelesaian Sengketa, UU 

No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3.872. 
v lndonesia, Vndang~Undang Penyelesaian Perselisihan Anraro Negara Dengan 

Wgrga Negara Asing Mengenai Penanamon Modal, UU No, 5 tahun 1968, LN No. 32 tahun 
1968. 
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3) Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 198! tentang pengesahan 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awart:flB 

b. Bahan hukum sekunderj yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

pada bahan hukum primer, diantaranya: 

I) Literatur-literatur hukum; 

2) Hasil panelitian kalangan hukum; 

c. Bahan hukum tersier yang diperoleh dan karnus hukum dan surat 

kabar. 

1_8. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan pene!itian ini adalah sebagai berikut: 

a. BAB l PENDAHULUAN, terdiri atas Jatar belakang masalah, rumusan 

masaJ~ tujua.n penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, 

kerangka teori, metodologi penlitian dan sistematika penulisan. 

b. BAB 2 UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE, terdiri dari 

dasar hukum arbitrase di Indonesia, uraian arbitrase bersifut final dan 

binding, upaya hukum pasca Putusan Arbitrase terdiri dari interpretasi 

Putusan Arbitrase, Koreksi Putusan Arbitrase, Penambahan Putu.san 

Arbitrase, Penolakan Putusan Arbitrase nasional dan intemasional~ dan 

Pembatalan Putusan Arbitrase, sebagai perbandingan akan diuraikan upaya 

hukum pasea Putusan Arbitrase di negara lain yang terdiri dari Singapura 

dan China. 

c. BAB 3 PENGATURAN UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN 

ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE DAN 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, terdiri dari ketentuan 

koreksi terhadap kekeHruan administratif. ketentuan penambahan atau 

pengurangan tuntutan~ ketentuan penolakan putusan arhjtrase 

internasional. dan ketentuan pembatalan putusan arbitrase. 

n Indonesia, Keppres Pengakua:J dan Pefaksdn~on Putu.mn Arbitrase Asing, 
Keppres No. 34 tahun 1981. LN No. 40 tahun 1981. 
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d. BAB 4 UPAYA PBMBATALAN PUTUSAN ARBITRASB DALAM 

PRAKTEK1 terdiri dari perkara antara PT. Comarindo Expres Tama Tour 

& Travel melawan Yemen Airways, perkara antara PT. Persada Sembada 

melawan PT. Petronas Niaga Indonesia. perkara antara PT. Berdikari 

Insurance melawan Majelis Arbitrase dan PT. Kaldm Daya Mandiri; dan 

perkara antara PT. Bumigas Energy melawan BAN! dan Majelis Arbitrase 

nomor 271/XJ/ARB-BANI/2007. 

e. BAB 5 PENUTUP terdiri alas Kesimpulan dan Saran 
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BAB2 
UPA Y A HUKUM PASCA PUTUSAN ARB IT RASE 

2.1.Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia 

Arbitrase sebagai pranata a!tematif penyelesaian sengketa telah ada 

sejak jam an pendudukan Belanda. 

Bagi penduduk bumiputera pada ·saat itu, kebolehan menggunakan 

arbitrase untuk menyelesaikan sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal Jn 

Het Herziene lndonesisch Reglement (selanjutnya disingkat "HIR'') atau Pasal 

705 Rechtsreglemenl Buitengewesten (selanjutnya disingket "RBg") yang 

betbunyi: 

"Jika orang Indonesia dan orang Timur asing mengheudaki 
perselisihan meraka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib 
menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa 
Eropa". 

Namun demikian kedua ketentuan diatas tidak mengatur lebih lanjut 

mengenai Arbitarse, sehingga untuk mengisi kakosongan hukum maka dipakai 

ketentuan~ketentuan yang mengatur arbitrase dalam Reglement op de 

Rechtsvorerdering (disingket Rv), 

Da!am Rv, pasai-pasal mengenai Arbitrase, diatur da!am Buku Ketiga 

tentang Anoka Acara mulai dari I'asa! 615 sampai dengan Pasal 65 L 

Pasal-pasa! ini meliputi lima bagian pokok, yaitu: 

a, Bagian Pertama (pasal 615-623) mengatur mengenai arbitrase dan 

pengangkatan arbitrator atau arbiter. 

b. Bagian Kedua (pasal 624-630) mengatur mengenai Pemeriksaan di muko 

badan arbitrase, 

c. Bagian Ketiga (pasal631 ~640) roengatur mengenai putusan arbitrase, 

d. Bagian Keempat (pasal 641-647) mengatur mengenai upaya-upaya 

terhadap putusan arbitrase, 

e. Bagian Kelima (Pasal647-651) mengatur mengenai berakhimya arbitrase. 

Setelah lndonesia Merdeka. arbitrase sebagai salah satu cara 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan masih diperbolehkan pemakaiannya. 

Hal tersebut didasarkan alas Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 
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1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan 

Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan 

yang barn menurut Undang-Uodang Dasar ini. 

Tidak berhenti disini saja, Arbitrase sebagai alterr..atif penyelesaian 

sengketa dikembangkan lagi pada era setelah kemerdekaan Repub!ik 

Indonesia. Pada Tahun 1968, Republik Indonesia telah meratifikasi the 

Comention on the Settlement of Investment Disputes between States and 

Nationals of Other States (Selanjutnya disebut "Konvensi ICSID") melalui 

Undang-Undang Republik Indonesia Numor 5 Tahun 1968 tentang 

Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Anta:ra Negara 

Dengan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal 

29, Pada Tahun 1981, melalui Keputusnn Presiden Nomor 34 tahun 1981 

tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Award "' Indonesia secara resmi mengikatkan diri dan 

mengesahkan Konvensi New York 1958. Kemudian, akhimya pada tahun 

1999 Repub1ik Indonesia mengesahkau Undang-Undang Nomor 30 tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Altematif Peuyelesaian Sengketa31 (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Arbitrase dan AltematifPeuyelesaiau Sengketa). 

Selain keteutuan-ketentuan dalam bentuk Undang-Undang dan 

Keputusan Presiden diatas, Republik Indonesia, sebagai anggota Persatuan 

Bangsa-Bangsa ikut menandatangani resolusi sidang umum PBB mengenai 

United Nations Commission. on international trade law (selanjutnya disingkat 

"UNCITRAL") Arbitration Rules (Resolution 31198 Adopted by the General 

29 Indonesia, Undang-Undang Penye/esaian Perselisihan Amara Negara Dengan 
Warga Negara Asing Mengenai Penananum Medal, UU No. S talmn 1968. LN No. 32 talmn 
\968. 

Undang-undang ini terdiri dari 5 Pasal saja, Discbutkan bahwa sesuaru penoelisihan 
tentang penanarnan modal antara Republtk Indonesia dan warga Negara asing diputusknn 
rnelalui kQnvensi ICSID dan mewakill Republik Indonesia dalam perseiisihan terSebu~ untuk 
hak subtitusi {Pasal 2). Pasal penting. lainnya adalah tentang pelaksanaan keputusM badan' 
arbitrasen ICSlD. Dalam PAsal3 disebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Mabkamah 
Arbitrase lCSm di wilayah lndcmesia, maka diperlukan penyataan Mahkamah Agung untuk 
melaksanakannya. Huala Adolf, Arbitrase Komersial lnternasionat, Ed. Revisi. Cet 3 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), him. 42. 

Jl) Indonesia.. Kepprcs Pengokuan dan Pclaksanaan Pulusnn Arbitrase Asing. 
Keppres No. 34 tahun 1981. LN No. 40 tahun t 981. 

11 Indonesia, Undang~Und(lllg Arbitrase dan AlterMtif Penyei~aian Sengkcla, UU 
No. 39 tahun l999, LN No. 138 tahun 1999. TLN No. 3872. 
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Assembly in 15 December 1976). Dengan demikian, UNCITRAL Arbilration 

Rules yang menjadi lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber hukum 

internasional di bidang arbitrase. 

2.2.Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Binding 

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana 

lazim dikenal dalam lembaga peradilan, pemeriksaan sengketa akan berujung 

pada sebuah putusan. Berbeda dengan putusan pengadilan negeri dalam 

pemeriksaan perkara perdata pada umumnya, putusan arbitrase nasional 

maupun intemasional memiliki sifat fmal dan binding. 

Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa dengan tegas 

menyatak.an bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempWiyai kekuatan 

hukum tetap dan mengikat para pihak. 32 Dalam penjelasannya ditegaskan 

lagi bahwa Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian 

tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dengan 

demikian nyata bahwa putusan arbitrase, menurut Undang-Undang Arbitrase 

dan. Altematif Penyelesaian Sengketa, disamakan dengan putusan pengadilan 

yang Ielah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apabila para pihak sepakat 

untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, dan terhadap sengkcta para 

pihak. ini majelis arbitrase telah menjatuhkan putusannya, maka tertutup upaya 

banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana dimungkinkan 

dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada wnwnnya. 

Pemeriksaan sengketa para pihak cukup dilakukan sekali melalui 

arbitrase, dan tP.rtutup kemungkinan bagi para pihak. Wituk memohon 

pemeriksaan ulangan. 

Sifat finalitas dan mengikat putusan arbitrase juga melandasi putusan 

arbitrase yang diselenggarakan menurut Peraturan Prosedur BANI. 33 Dalam 

rangka menjaga karakter final dan binding putusan arbitrase peraturan 

prosedur BANI menegaskan bahwa para pihak. menjamin akan langsung 

melaksanakan putusan arbitrase. 

32 Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU 
No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872. Pasa\60. 

JJ Pernturnn Prosedur BANI, Pasa\ 32, 
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Dalam Peraturan Prosedur BANI, Majelis Arbitrase diberikan 

wewenang untuk menelapkan suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk 

melaksanakan Putusan Arbitrase dimana dalam Putusan Majelis Arbitrase 

dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bm1ga dalam jumlah 

yang waJar apabila pihak yang kalah !alai dalarn melaksanakan Putusan 

Arbitrase. 

Khusus bagi putusan arbi~e intemasional, Konvensi New York 1958 

dalam Pasal III menyatakan "each contracting state shall recognize arbitral 

awards as binding and enforce them".34 Setiap Negara peserta konvensi, harus 

mengakui arbitrase intemasional sebagai putusan yang binding dan mempunai 

kekuatan ekaekusi terhadap para pihak. 

2.3.Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase 

Diatas telah sedikit dipaparkan bahwa putusan arbitrase memiliki sifat 

final dan binding. Kemudian, apakah dengan demikian tidak ada upaya hukum 

apapun terhadap putusan arbitrase? 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat final dan binding putusan 

arbitrase dan tidak terbukanya upaya hukum terhadap putusan arbitrase 

merupakan penegasan terhadap tujuan arbitrase yakni adanya cara 

penyelesaian sengketa yang cepat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase 

hanya dilakukan sekali, tidak akan dilakukan pengulangan seperti banding, 

kasasi mapun peninjauan kembali. Disitulah titik penting sifat ftnal dan 

binding putusan arbitrase. 

Upaya hukum yang dilarang dalan1 Undang-Undang Arbitrase dan 

AlternatifPenyelesaian Sengketa adalah upaya banding. kasasi dan Peninjauan 

J
4 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awara; Pasa\ 

Ill. Lihat juga Yahya Harahap, Arbitrase, Ed. 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), him. 27. 
Dikatakan bahwa, menurut doktrin ilmu hukum, setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan 
dengan sendirinya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. 
Kekuatan mengikat tersebut meliputi ahli waris orang yang mendapat hak dari para pihak. 
Kemudian, oleh karena pulusan arbitrase bersifat final, dan tertutup upaya hukum banding 
atau kasasi, putusan tersebut sam ahalnya dengan putusan pengadilan yang Ielah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensinya, putusan dengan sendirinya mengandung 
"kekuatan eksekutorial" atau executorial kracht. 
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kembafi.l!> Hal ini ditujukan agar tidak terjadi pemeriksaan ulang terhadap 

materi perkara. Pemeriksaan materi perkara oleh arbitrase bersifat \ndependen 

dari campur tangan pengadilan. 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia membuka peluang untuk 

melakukan upaya hukum setelah jatuhnya putusan arbitrase dengan alasan

alasan yang eksepsfanal. Dilihat dari sisi pihak yang berwenang untuk 

memeriksa upaya hukum terhadap putusan arbitrase, maka upaya:, hukum 

tersebut dapat dibagi dua: yakni, pertama, upaya hukum melalui lembaga 

arbitrase yang relah memutus perkara hersangkutan dan yang kedua, upaya 

hukum melalui pengadilan. 

Dalarn praktek arbitrase, dikenal heberapa upaya hukum terhadap 

putusan arbitrase, seperti misalnya, interpretasi Putusan Arbitrase, koreksi 

Putusan Arbitrase, penarnbalum Putusan Arbitrase, pembetulan Putusan 

Arbitrase, penarnbahan atau pengurangan tuntutan dalarn Putusan Arbitrase, 

Penolakan Putusan Arbitrase dan Pembatlllan Putusan Arbitrase. Lima yang 

pertarna berada dalarn kewenangan lembaga arbitrase yang memutus sengketa. 

Dua upaya hukum rerakhir, herdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa masuk dalam kewenangan pengadilan. 

Khusus bagi upaya pembatalan putusan arbitrase ICSID, masuk dalam 

kewenangan majelis arbitrase di lCSID."" 

Upaya hukum terbadap putusan arbitrase yang masih dalam wewenang 

lembaga arbitrase yang memutusnya dan bagi putusan arbitrase ICS!D tunduk 

pada ry/es atau peraturan prosedurnya masing-masing. Sedangkan terhadap 

upaya hukum herupa penolakan dan pembatalan putusan arbitrase di 

InDonesia tunduk pacta beberapa peraturan perundangan, seperti Undang-

J'lndonesia, Undang-Undang Arbilrase dan A.liernatlf Penyel~ttian Sengketa, UU 
No. 39 tahun !999. LN No. 138 tahun 1999, TI..N No. 3872. Pasal60. 

36 Ada tiga persyara!an pokok yang ha.rus dipenuhi oleh para pihak untuk 
menggunakan sarana arbitrase ICSID dalam menyelesaikan sengketa yang diberikan 
kepadanya. Pertama. horus ada kata sepakat. Kedua, masuk dalamjurisdik$1 ratione malerie, 
yang menjadi jurisdiksi bad an arbitrase ICSID ada lab terbatas pada sengketa-sengketa hukum 
saja akibat adanya penanaman modal. Ketiga, yurisdiksi ratione personae, bahwa arbittase 
ICSID banya memiliki wewenang mengadlti terhadap sengketa-seng;keta antara Negara 
dengan waga Negara asing lainnya yang negaranya juga ada lab anggotalpeserta konvensi I he 
Convention 011 the Seillemenl of Investment Disputes between Stales ami Nalicmals of Other 
States. Huala Adolf, Arbitrase Komerslai Intemasional, Ed. Revisi, Cct. 3 (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2002). hlm. 86-90. 
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Undang Arbitrase dan Alternatif Penyeiesaian Sengketa, Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convenfion on 

lhe Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. dan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 1990 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. 

2.3.1. lnte~pretasi Putusan Arbitrase 

2.3.1.1. Pengertian 

Da!am praktek, hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat 

atau penafsiran dalam suatu putusan arbitrase misalnya putusan 

arbitrase mengandung rumusan dan diktum yang kabur atau 

ambivalent maupun adanya saling pertentangan antara hagian 

pertimbangan yang satu dengan bagian pertimbangan yang lain atau 

antara hagian pertimbangan dengan diktum putusan. Jika terjadi hal

hal demikian, para pihak dapat meminta interpretasi alas putusan 

arbitrase kepeda mejelis arbitrase agar diberikan penafsiran atau 

interpretasi ''resmi" berupa penjelasan yang pasti, jemih dan terang 

sehingga kekabUI'all, pengertiaa ganda, maupun saling pertentangan 

Jenyap dari putusan arbitrase. 37 

Interprestasi Putusan Arbitrase atau "interpretation of the 

awards" dimungkinkan dalam prak:tek arbitrase. Dalam berbagai rules, 

lnterpretasi Putusan Arbitrase diatur sebagai salah satu pelemhagaan 

hukurn. Misalnya dapat dijumpai dalarn section 5, Pasal 50 Konvensi 

ICSID atau section IV Pasal35 UNCITRAL Arbitration Rules. 

Namun demik.ian interpretasi terhadap putusan arbitrase tidak 

dilembagakan dalam semua aturan prosedur arbitrase atau "rules". 

Seperti misalnya, Peraturan Prosedur BANI dan Undang-Uodang 

Arbitrase dan Altematif Peoyelesaian Sengketa. Dalarn keduanya tidak. 

diatur mengenai kebolehan untuk meminta interprestasi terhadap 

putusan arbitrase. 

31 M. Yahya Harahap, Arbitrase, Op Cit., hlm.262. 

Universitas lndones;a 

-

Upaya Hukum..., Akhmad Henry Setyawan, FH UI, 2009



16 

Interpretasi Putusan Arbitrase dimungkinkan daiam keadaan 

dimana para pihak setelah putusan arbilrase djjatuhkan sating berbeda 

pendapat mengenal pengertian atau jangkauan yang timbul dari 

putusan arbitrase. UNCITRAL Arbitration Rules tidak memberikan 

pengertlan dan ruang lingkup lnterprettsi Putusan Arbitrase. Namun 

demikian, pengertian dan ruang lingkup lnterpretasi Putusan Arbitrase 

dapst kitajumpai daltm Konvensi ICSID"' bahwa, 

(I) if any dispute shall arise between the parties as to the meaning 
or scope of an award, either party may request interpretation of 
the award by an application in writing addressed to the 
Secretary~General. 

(2) The request shall, if possible, be submitted to the Tribunal 
which rendered the mvard. If this shall not be possible, a new 
Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of 
this Chapter. The Tribunal may, if it considers that the 
circumstances so require, stay enforcement of the award 
pending its decision. 

Jadi, apabila diantru"a kedna belab pihak timbul perbedaan 

pendapat mengenai pengertian atau maksud maupun mengenai 

jangakauan putusan, salab satu pihak dapat mengajukan permintaan 

interpretasi mengena.i apa maksud yang sebenamya tentang arti, tujuan 

dan jangkauan yang diperselisibkan para pihak daltm putusan 

arbitrase. Dengan kata lain, jika putusan tidak mengandung kejelasan 

arti, tujuan dan jangk.auan, dan hal tersebut menimbulkan perbedaan 

penafsiran diantara para pihak, sa\ah satu pihak dapat mengajukan 

permintaan «penafsiran resmi" dari Majelis Arbitrnse yang 

memeriksarmya. 

Dari definisi interpretasi yang diberikan Konvensi ICSID di 

atas dapat dipaharni Mejelis Arbitrase rnemiliki tugas menyelesaikan 

permintaan interpretasi terhadap putusan arbitrase yang diajukan para 

pihak. Tugasnya memberikan 1'penafsiran resmi" berupa pei\Jelasan 

yang terang dan jemih akan arti yang diperselisibkan sehingga dengan 

38 Convention on theSetdemenl of Investment Disputes between Stales and NotionoJs 
cf Other States, Pasal 50. 
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penjelasan itu menjadi terang dan pasti apa maksud atau jangkauan 

putusan, sehingga putusan tidak menimbulkan lagi keraguan. 

2.3.1.2. Tata Cara 

Sedikit telah disinggung diatas Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Prosedur BANI sama 

sekali tidak menyinggung mengenai Interpretasi. Aturan mengenai 

Interpretasi terhadap putusan arhittase dapat dijumpai dalam Konvensi 

!CSJD39 dan UNCITRALArbitration Ruies.<o 

Setelah putusan arbittase dijatuhkan, apabila para pihak saling 

berbeda pendapat mengenai pengertian atau jangkauan yang timbul 

dari putusan arbittase, maka salah satu pihak dapat meminta 

Interpretasi Putusan Arbitrase. 

Konvensi ICSID dan UNCITRAL Arbitration Rules 

mensyaratkan permintaan Interprestasi Putusan Arbittase harus 

diajukan kepeda badan arbittase yang ditunjuk. Khusus bagi arbittase 

di ICSID, berdasarkan Pasal 50 Ayat (I) Konvensi ICSID, pemohonan 

interpretasi terbadap putusan arbittase harus di,gukan kepada 

Sekretariat Jenderal Centre (ICSID), kemudianSekretaris Jenderal akan 

menyarnpaikan permintaan kepada M~elis Arbittase yang 

bersangkutan.' 1 

Permohonan interpretasi harus dilakukan secara tertulis. 

Penegasan mengenai pengajuan permohonan interpretasi dilakuk.an 

dalam bentuk tertulis, diatur dalarn Pasal 50 Konvensi ICSID. Da!arn 

pasal tersebut antara lain ditegaskan: either party may requesl 

interpretation of/he award by an application in writing. 

Ketentuan ini dapat dijadikan pegangan umum bagi setiap 

permohonan interpretasi terhadap putusan arbit.ras.e versi lain. 

39 
Convenlion on the Sl#tlement of Investment Disputes between States and Nationals 

of Or her Srates, Pasal SO. 
40 UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal35. 
4

t CtJnvention on the Settlement of Investment Disputes between Slates and Natlonals 
of Other States, Pasa( 50 Ayat (1). 
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Permintaan interpretasi secara lisan, dianggap tidak sah, karena tidak 

memenuhi syarat formal. 

Pemohon wajib memberitahukan permohonan interpretasi 

kepada pihak lain. Kewajiban pemberitahuan kepada pihak lain oleh 

pemohon interpretasi diatur dalam Pasal 35 UNCITRAL Arbilratian 

Rules. 

Aiasan perlunya permohonan interpretasi diberitahukan kepada 

pihak lawan ada1ah untuk memberikan kesempatan bagi pihak lawan 

untuk mengajukan jawaban kontra, Pihak lawan harus diberi 

kesempatan untuk mengajukan jawaban atau kontra terhadap 

permohonan interpretasi, Kontra pendapat yang disampaikan pihak 

lawan dapat dijadikan mahkamah sebagai bahan perthnbangan. 

Dengan demildan, dalam upaya tindakan interpretasi yang dilukukan 

mahkamah, tidak hanya pandapat pemohon saja yang horus dinilai dan 

dipertimbangkan. Tapi tennasuk pendapat dan pandangan pihak lawan. 

Sehingga bobot interpretasi yang ditentukan majelis arbitrase tidak 

berat sebelah dari pendapat pihak pemohon saja. <2 Lain halnya, jika 

pihak lawan tidal< mengajukan kontra. Berarti dia telah menyetujui 

sepenuhoya apa-apa yang akan ditentukan oleh mejelis arbitrase. 

Batas tenggang waktu pengajuan permohonan interpretasi 

putusan arbitrase tidak sama antara satu rules dengan yang lain. 

UNCITRAL Arbitration Rules dalam Pasal 35 menentukan bahwa 

tenggang waktu pengajuan permohonan Jnterpretasi Putusan Arbitrase 

yang dianggap memenuhi syarat formal adalah apabila diajukan dalarn 

tenggang waktu 30 hari sejak tanggal putusan diterima. Sedangkan 

menurut Konvensi !CSID, batas tenggang waktu pengajuan 

permohonan Interpretasi Putusan Arbitrase yang memenuhi syarat 

formal adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 hari terhitung sejak 

putusan arbitrase diberitahukan kepada para pihak. •3 

41 M. Ynhya Harahap, Arbjtrase, Op Cit,, hlm.264. 
4
J Convention on !he Settlement of Investment Disputes between Stoles. and Nationals 

of Other Slates, Pasal49, 
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Pihak yang berwenang untuk memberikan interpretasi terhadap 

putusan arbitrage ialah mejelis arbitrase yang telah memutus. 

Ketentuan yang seperti itu realistis. Majelis arbitase yang memutus 

paling tahu dan memahami makda dan isi putusan. Kalau begitu sangat 

wajar apabila kewenangan member interpretasi putusan mcnjadi hak 

dan kewajiban majelis arbitrase yang memutus sengketa. Penggarisan 

kewenan~ ini merupakan patokan prinsip. 

Dallun praktek, temp saja terdapat kemungkinan dimana 

anggota mejelis arbitrase karena suatu sebab maupun kondisi Jainnya 

terhalang untuk dapat mlakukan tugasnya. Permasalahan ini dijawab 

oleh ketentuan Pasal 50 Konvensi ICSID. Untuk lebib jelas 

mmusannya berbunyi: 

"The request shall, if possible, be submilted to the Tribunal 
which rendered the award If this shall not be possible, a new 
Tribunal shall be constituted in accordance with Section 2 of 
this Chapter" 

Jadi pada prinsipnya yang berwenang member pertimb~ 

dan menetapkan interpretasi putusan ia1ah majelis arbitrase semu1a, 

yang telah memeriksa dan memutus sengketa. Namun apabila hal 

tersebut tidak mungkin, akan dibentuk majelis arbitrase yang baru 

y:mg akan bertindak member penetapan interpretasi. Hak dan 

kedudukan mejelis arbitrase baru sama dan merupak:an pengganti dari 

mejelis arbitrase yang lrur.a. Oleh karena itu, penetapan interpretasi 

yang diambilnya, final dan binding kepada para pihak. 

Setelah majelis arbitrase memeriksa dan mempertimbangkan 

permohonan Interpretasi Putusan Arbitrase, kontra jawaban pihak 

lawan, maka selanjutnya majelis arbitrase akan memberikan 

Interpretasi Putusan Arbitrase. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 

UNCITRAL arbitration rules, maka interprestasi harus diberikan 

secarn tertulis dan sudah harus diberikan dallun waktu 45 ( empat puluh 

lima) hari dari tanggal penerimaan permohonan lnterpretasi Putusan 

Arbitrase. 
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lnterpretasi atas putusan arbitrase yang diberikan oleh majeiis 

arbitrase merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan. 

Dikatakan dalam Pasal 35 Ayat (2) UNCITRAL Arbitration Rules, 

"The inJerpnUation shall form part of the award and the provisions of 

article 32, paragraphs 2 to 7, shall apply. " Hal ini berarti, sesuai 

dengan Pasal 35 Ayat (2) sampai dengan Ayat (1) UNCITRAL 

Arbitration Rules, 44 

a. lntel])retasi bersifut final dan binding. dalam arti tidak dapal lagi 

dilawan dengan upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. 

Intel])retasi dengan sendirinya memiliki kekuatan daya eksekusi 

dan hams segera dilaksanakan." 

b, Pemberlan interpretasi oleh majelis arbitrase harus memuat dasar

dasar alasan, keduali para pihak sepaket, dalam peJjanjian arbitrase 

behwa putusan dan intel])retasi tidak memerlukan dasar-dasar 

pertimbangan46 

c. lntel])retasi harus ditanda-tangani anggota arbiter, dan menyebut: 

Tanggal, serta 

Tempat intel])tetasi diarnbil 

Dalam hal salah seorang tidak menandatangani, hams dicatat 

dalam penetapan intel])retasi tentang alasan yang menyebabkan dia 

tidak ikut tandatangan.47 

d. Salinan penetapan inte!pretasi yang telah ditandatangani oleh 

anggota arbiter, diberitahukan kepada para pihak oleh majeHs 

arbitrase.48 

e. Intcl])retasi tidak boleh dipublikasi tanpa persetujuan kedua belah 

pihak49 

Penegasan tentang lekatnya intel])retasi sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan serta sifat final dan binding yang 

44 UNCJTJUL Arhilralion Rules, Pnsal )5 Ayat (2). 
~' Lil1at: UNCJTRAL Arbitration Rules, Pasat 32 Ayat {2). 
44 Lihat; UNCJTRAL Arbitratitm Rules. Pasal 32 Ayat (3}. 
"

1 Lihat : UNCJTRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayat (4). 
411 Lihat: UNC/TRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayat (6). 
49 Lihat: UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayat (5). 
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terkandung padanya. adalah tegas. Interpretasi itu sendiri hanya 

merupakan penjelasan dan penjemihan makna maupun cakupan 

putusan. Interpretasi bukan putusan baru yang berdiri sendid terlepas. 

dari putusan semula. Oleh karena itu tidak mungkin menggugurkan 

sifat final dan binding daripadanya. 

Proses interpretasi atas putusan arbitrase dapat menunda 

eksekusi. Ketentuan yang mcmbolehkan penundaan eksekusi putusan 

arbitrase selama proses interpretasi berlangsung, diatur dalam Pasal 50 

ayat (2) Konvensi ICSID. Dinyatakan bahwa "The Tribunal may, if it 
considers that the circumstances so require, stay enforcement of the 

award pending its decision."SO Dengan demiki~ perrnintaan 

interpretasi dapat dijadikan alasan-alasan untuk meounda eksekusi, 

apebila terdapat alasan-alasan yang perlu untuk melekukan penundaan. 

Ketentuan yang togas mengenai dapatnya penetapan penundaan 

eksekusi oleh majelis arbitn!Se terkait dengan proses interpretasi tidak 

diatur secara tegas dalam UNCITRAL Arbitration Rules, namun 

demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sistem UNCITRAL 

Arbitration Rules apabila terdapat permohonan interpretasi maka 

penundaan eksekusi dapat dilakukan, hal ini, dengan dipedomani 

Konvensi ICSID, interpretasi yang diberikan oleh majeles arbitrase 

merupakan bagian yang tidak terpisahksn dari putusan arbitrase dan 

memiliki kekuatan hukum yang sama. 

2.3.2. Koreksi Putusan Arbitn!Se 

2.3.2.1. Pengertian 

Setelah majelis arbitrase menjatubkan putusan akhir atas 

perkara yang diperiksanya, para pihak dapet memohon majelis 

arbitrase untuk melekukan koreksi putusan arbitrase. Pasal 58 Undang

Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa" dan Pasal 34 

so Convention on the Settlemeni v/ lrrvestment Disputes between States and Naiianals 
ofOiherStales, Pasai 50 Ayat (2). 

Sl Lihat : lndonesia, Undang-Undang Atbifrase dan Altcrm:d{f Penyelesaian 
Sengketa, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 rabun 1999, TLN No, 3372, Pasai 58. 
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Peraturan Prosedur BANI52 mengenal upaya hukum berupa koreksi 

atau pembetulan terhadap kekeliruan administratif. 

UNCITRAL Arbitration Rules dalam Pasal 36 Ayat (I) 

menyatakan bahwa 

'(wilh notice to the other party, may request lhe arbitral 
tribuna/to correct in the award any errors in computation, any 
clerical or typographical errors, or any errors of similar 
nature." 

Koreksi Putusan Arbitrase dimungkinakan apabila putusan arbitrase 

mengandung kekeliruan-kekeliruan seperti: 

a. Penulisan k:ata; 

b. Salah pengetikan; 

c. Kesalahan perhitungan jumlah atau salah taksir; 

d. A tau kesalahan yang sama sifatnya dengan kesalahan yang disebut 

duluan. 

Sebagai tambahan, di dalarn Konvensi ICSID sifat kesalahan 

penulisan kata, pengetikan, kesalaban perhitungan jumlllh atau salah 

taksir maupun kesalahan-kesalahan lainnya tersebut barns pada suatu 

derajat yang sang at mempengaruhi putusan. 53 Dahan keadaan yang 

demikian para pihak dapat mengajukan knreksi putusan arhitrase atau 

yang dalam istilah Konvensi ICS!D adalah "Revision of the Award", 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 Ayat (I) Konvensi ICS!D, 

"on the ground of discovery of some fact of such a nature as decisively 

to affect the award". 

Dikatakan bahwa "Oalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelab putusan diterima, 
para plbak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis atbitrase untuk 
melakukan koreksi teihadap kekeliruan administratif dan atau menammth atau mengurangi 
sesuatu tuntuum putusan." 

n Lihat: Peraturan Prosedur Badan Arhitrase Nasional indonesia, Pasal 34. 
Dikatakan bahwa "Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan diterima, 
para pihak dapat mengajukan pcrmobonan ke BANI agar MajeJis memperbaiki kesalahan
kesalahan administratif yang mungkin rerjadi danlatau untuk menambah Mau Jnenghapus 
sesuatu agabila dalam Pumsan tersebut sesulllu luntutan tidak distnggung."1 

' Convention on the Seulement of lnveslme.nt Disputes between Slates and Nctianuls 
of Other Stales, Pase:l Sl Ayat {I). 
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2.3.2.2. Tata Cara 

Sarna halnya dengan interpretasi atas putusan arbitrase, koreksi 

putusan arbitrase atau revisi putusan arbitrase tidak dikenal dalam 

Undang-Undang Arblrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

maupun Pertumn Prosedur BANI. Upaya pasca putusan arbitrase 

berupa Koreksi Putusan Arbitrase ini pengaturannya dapat dijumpai di 

Konvensi ICSID dan UNCITRALArbitratian Rules. 

Konvensi ICSID dan UNCITRAL Arbitration Rules 

mensyaratkan perrnintaan koreksi Putusan Arbitrase hams diajukan 

kepada badan arbitrase yang ditunjuk. Khusus bagi arbitrase di ICSID, 

berdasarkan Pasal 51 Ayat (l} Konvensi ICSID, pemohonan koreksi 

putusan arhitrase harus diajukan kepada Sekretariat Jenderal ICSID, 

kemudian Sekretaris Jenderal ukan menyampeikan permintaan kepada 

Majelis Arhitrase yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalarn 

Pasal 51 Ayat (3) Konvensi ICSID. 

Pennohonan Koreksi Putusan Arbitrase hams dilakukan secara 

tertulis. Penegasan mengenai pengajuan permohonan interpretasi 

dilakukan dalarn bentuk termiis, diatur dalarn Pasal 51 Ayat (1) 

Konvensi ICSID. Dalarn pasal tersebut antam lain ditegaskan: Either 

party may request revision of the award by an application in writing, 54 

Walaupun UNCITRAL Arbitration Rules tidak memuat ketentuan 

yang mengharuskan diajukannya pennohqnan koreksi putusan 

arbitrase secara tertulis. namun syarat pengajunn tertulis yang 

ditegaskan oleh Konvensi ICSID dapet dijadikan pegangan, terlebih 

lag! sudah semestinya apabila pihak yang berkepentingan atas putusan 

arhitrase atau salah satu pihak yang dirugikan akibat kekeliruan

kekeliruan sebagaimnna disebut diatas menunjuk.kan dan memberikan 

penjelasan lebih lanjut kepada majelis arbitrase agar dapet dilakukan 

koreksi. 

~ Convention on I he SeJtlemenl of Investment Disputes between Slates. and Nationals 
ofOlherSiates, Pasal 51 Ayat (1). 
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Pemohon wajib memberitahukan permohonan koreksi putusan 

arbitrase kepada pihak Ia wan. Kcwajiban pemheri!ahuan kepada pihak 

Ia wan oleh pemohon koreksi diatur dalam Pas a! 36 Ayat ( l) 

UNCITRAL Arbitration Rules. 

Alasan parlunya pennohonan koraksi diheri!ahukan kepada 

pihak lawan adalah untuk memberikan kesempalan bagi pihak lawan 

untuk mengajnkan jawaban kontra. Pihak lawan harus diberi 

kesempatan untuk meng~nkan jawahan atau kontra terhadap 

parmohonan interpretasi. Kontra pandapat yang disampaikan pihak 

lawan dapat dijadikan mahkamah sebagai bahan pertimbangan. 

Dengan demikian, dalam upaya tindakan koreksi yang dilaknkan 

majelis arbitrase, lidak banya pendapat pemohon saja yang hams 

dinilai dan dipertintbangkan. Tapi termasnk pendapat dan pandangan 

pihak lawan. Sehingga bobot koreksi yang ditentukan majelis arbitrase 

tidak berat sebelah dari pendapat pihak pamohon saja. Lain halnya, 

jika pihak lawan tidak mengajnkan lmntra. Berarti dia telah menyetujui 

sepanuboya apa-apa yang akan ditentukan oleh mejelis arbitrase. 

Batas tenggang waktu pengajnan permohonan koreksi putusan 

arbitrase tidak sama antara satu rules dengan yang lain. UNCITRAL 

Arbitration Rules dalam Pasal 36 menentukan bahwa tenggang waktu 

pengajuan permohonan koreksi yang dianggap memenuhl syarat 

formal adalah apabila diajnkan dalarn tenggang waktu 30 hari sejak 

tanggal putusan diterima.ss Sedangkan menurut Konvensi lCSID, 

pasal 51 Ayat (2) menentukan bahwa batas tenggang waktu pengajuan 

pennohonan koreksi yang memenuhi syarat fonnal adalah diajukan 

daiam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diketemnkannya 

kesalahan atau dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah majelis arbitrase 

met.Yatuhkan putusan. 56 Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan 

permohonan koreksi dalarn Konvensi lCSID dapat menjadi persoalan, 

ksrena dalam batas waktu yang enlmp lama tersebut, hampir pasti 

ss UNCJTRAL Arbitration Rules, Pasal 36, 
S4 Convention on the Selllement of lnvestmentl)isputes between Sfates and Nationals 

of Other States, Pasal Sl Ayat (2). 
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putusan arbitrase tersebut sudah dilaksanakan atau sudah dimintakan 

eksekusi di pengadilan. 

Koreksi putusan arbi~rase yang diberikan oleh majelis arbitrase 

merupakan salu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan. 

Dikatakan dalam Pasal 35 Aya! (2) UNCITRAL Arbitration Rules, 

"Such correclions shall be in writing, and the provisions of article 32, 

.Paragraphs 2 to 7. shall apply . "" Hal ini berarti, sesuai dengan Pasal 

32 Ayat (2) sampai dengan Ayat (7) UNCITRAL Arbitralion Rules, 

a. Koreksi diherikan secara tertulis 

b. Koreksi bersifat final dan binding, dalam arti tidak dapat lagi 

dilawan dengan upaya banding, kasasi dan perunjauan kembali. 

Koreksi dengan sendirinya memiliki kakuatan daya aksekusi dan 

harus segera dilaksanakan." 

c. Pemberian koreksi oleh majelis arbitrase hams memuat dasar..Qasar 

alasan, keduali pera pihak sepakat, dalam perjanjian arbitrase 

babwa putusan dan koreksi tidak memerlukan dasar-dasar 

pertimbangan.59 

d. Koreksi harus ditanda-tangani anggota arbiter, dan menyebut: 

Tanggal, serta 

- T empat koreksi diarnbil 

Dalarn hal ealab seorang tidak menandatangani, harus dicatat 

dalarn penetapan koreksi tentang alasan yang menyehabkan dia 

tidak ikut tandatangan." 

e. Salinan penetapan koreksi yang telab ditandatangani olen anggota 

arbiter, diberitahukan kepnda para pihak oleh majelis arbitrase. 61 

f. Koreksi tidak boleh dipublikasi tanpa persetujuan kedua belab 

pihak." 

s1 UNCJTRA.L Arbitration Rules, Pasal 35 Ayat (2). 
53 UNCJTRAL Arbitration Rules, Pasa! 32 Ayat (2). 
3 UNCJTRAL Arbitral ion Rules, Pas:d 32 Ayat (3). 
60 UNCITRALArbilrfltiOn Rules, Pasal32 Ayat (4). 
ta UNC/TRAL Arbitration Rules, Pasal32 Ayat (6}. 
61 UNCJTRAL Arbitration Rules, Pasal 32 Ayat (5). 

Universitas Indonesia 

Upaya Hukum..., Akhmad Henry Setyawan, FH UI, 2009



26 

Perbedann penting antara Koreksi Putusan Arbitrase dalam 

UNCITRAL Arbitration Rules dengan Revisi Putusan Arbitrase dalam 

Konvensi !CSID yakni, koreksi putusan arbitrase da!am UNCITRAL 

Arbitration Rules dimungkinkan dilakukan atas inisiatif Majelis 

Arbitrase sendiri. Majelis Arbitrase karena jabatannya dapat 

melakukan koreksi atas inisiatif sendiri tanpa harus menunggu adanya 

permohonan koraksi dari para pihak yang bersengketa. Kewenangan 

melakukan koreksi atas inisiatif majelis arbitrase ini dibatasi waktunya 

hanya sampai dengan 30 (tiga puluh} hari setelab putusan arbitrase 

diberitabukan kepada pera pihak. 63 

Proses koreksi putusan arbitrase dapat menunda ekseknsi. 

Ketentuan yang membolehkan penundaan eksekusi putusan arbitrase 

selama proses koreksi berlangaung, diatur da!am Pasal 51 ayat ( 4} 

Konvensi ICSID. Dinyatakan habwa "The Trllmnal may, ifil coruiders 

that the circumstances so require, stay enforcement of the award 

pending its decisian, 11 Dengan demikian, permintaan interpretasi dapat 

dijadikan alasan·alasan untuk menunda eksekusi, apabila terdapat 

alasan-alasan yang perlu untuk melaknkan penundaan. Ketentuan yang 

tegas mengenai dapatnya penetapan penundaan eksekusi aleh majelis 

arbitrase terkait dengan proses interpretasi tidak diatur secara tegas 

dalam UNCITRAL Arbitration Rules, narnun demikian, dapat 

dikatakan babwa dalam sislem UNCITRAL Arbitmtion Rules apabila 

terdapat permahonan inteipretasi maka penundrum aksekusi dapet 

dilakukan, hal ini karena sebagaimana telab dibahas sebelumnya, 

interpretasi yang diberikan oleh majelis arbitrase merupakan bagtan 

yang tidak terpisahkan dari putusan arbitrase dan memiliki kekuatan 

hukum yang sarna. 

63 UNCITRAL. ArM ration Rules. Pastrl 36 Ayat (l ). Dikatakan bahwa "Tfte arbitral 
tribunal may within thirty days after the communication of the award make suclt corrections 
on its own initiative" 
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Dalam praktek, terdapat kemungkinan setelah majelis arbitrnse 

memberikan putusan, terdapat hal-hal yang menjadi bagian tuntutan 

dalam gugatan arbitrnse dihilangkan dalam putusan arbitrase.Terhadap 

hal ini para pihak dapat meminta kepada majelis arbitrase agar 

dilakukan panambanan putusan bardasadkan Pasal 58 Undang-Undang 

Arbitrnse dan Alrematif Penyelesaian Sengketa64 dan Pasal 34 

Peraturan Ptosedur BANI." 

UNCITRAL Arbitration Rules juga membolebkan para plhak 

untuk rnerninta majelis arbitrase untuk melaknkan Penambahan Ptusan 

Arbitrase atas tuntutan-tuntutan yang pemah dimintakan dalam 

pemeriksaan arbitrase namun diabaikan dalam Putusan Arbitrase.•• 

Ambil contoh misalnya, si A menggugat si B melalui arbitrase karena 

wanprestasi yang dilaknkan siB atas peijanjian sewa rumah. Dalam 

gugatannya, selain menuntut ganti mgi, si A juga menuntut bunga 

sebesar 2% setahun deri nilai kerugian. Temyata tuntutan bunga ini 

oleh majelis arbitrase tidak dipertimbangkan dan tidak pula 

dieantumkan dalarn putusan. Dalam konteks seperti ini si A selaku 

para pihak dalam arbitrase dapat mengajukan pennobonan 

penarnbahan putusan arbitrnse. 

T entunya, tuntutau yang hilang dalarn putusan arbitrase yang 

dapat dimintakan penambaban bukanlah tuntutau yang Ielah ditolak 

oleh majelis arbitrase. Hanyn tuntutau yang telah dimlntakan dalam 

pemeriksaan arbitrase yang sama seka!i tidak dibabas dalarn 

M Libat : Indonesia. Undang-Undang Arbitrase dan Alternalif Penyelesaian 
Sengkela, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TI..N No. 3872, Pasal 58. 
Dikatakan bahwa "Dalam waktu paling lama l4 (empat belas} hari selelah putusan dfterima, 
pam pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrasc untuk 
melakukan koreksi terhadap kelreliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi 
sesuatu tuntutan putusan." 

6$ Lihat: Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasiooal Indonesia, Pasa1 34. 
Dikatakan bahwa "Dalam waktu paling lama l4 (empat belas) hati setelah .Putusan diterima, 
para pihak dapat meng::.jukan permohnnan ke BANI agar Majelis memperbaiki kesalahan~ 
kesalahan administratif yang mungkin terjadi danlatau untuk menambah atau menghapw 
sesuatu a&abila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung." 

UNCITRALArbltration Rules, Pasal37 Ayat{l). 
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pertimbangan selanjutnya tidak clicanturnkan dalam putusan arbitrase 

yang da.pat dHakukan pennohonan penambaban putusan arbitrase. 

Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa dan 

Peraturan Prosedur BANI tidak saja membolebkan penambahan 

putusan atau "additional award", tetapi juga Pengurangan Putusan 

Arbitrase. Mengenai Pengurangan Putusan Arbitrase, UNCITRAL 

Arbitration Rules, dan Konvensi ICSID tidak mengatumya. 

2.3.3.2. Tata Cara 

Berdasarkan UNCITRAL Arbitration Ru/es,67 permohonan 

Penambahan Putusan Arbitrase dapat dilakukan pera pihak kepada 

majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus sengketa. 

Permohonan tersebut harus dilakukan secara tertulis. 

UNCITRAL Arbitration Rules tidak memberikan penegasan mengenai 

pengajuan permohonan penambahan putusan arbitrase diiakukan 

daiarn bentuk tertulis, namun demikian adalah sudah semestinya 

apabila pihak yang berkepentingan alas putusan arbitrase atau sa!ah 

satu pihak yang dirugikan akibat tidak diputusnya tuntutan yang 

dimintakannya menunjukkan dan memberikan penjelasan Jebih !anjut 

kepada majelis arbitrase agar dapat dilakukan paoambahan. 

Berdasarkan Pasa131 Ayat (I) UNCITRAL Arbitration Rules, 

permohonan penarnbahan putusan arbitrase hanya dapat di!akukan 

selantbat-iambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya putusan 

arbitrase oleh para pihak. Apabila pera pihak mengajukan permohonan 

melewati batas waktu yang ditentukan tersebut, permohonan akan 

dinyatakan tidak dapat diterima. Selanjutnya, putusan arbitrase 

dianggap te!ah diterima sepenuhuya oleh para pihak. Sifat final dan 

binding sudah tidak dipermasalahkan lagi. 

Pemohon wajib mernberltahukan permohonan penambahan 

putusan arbitrase kepada pihak lawan. Kewajiban pemberitahuan 

t>
7 UNCITRAL Arbitration Rules, Pasal 37, 
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kepada pihak lawan oleh pemohon koreksi diatur dalam Pasal 37 Ayat 

(I) UNCITRAL Arbitralion Rules. 

Alasan perlunya permohonan penambahan putusan arbitrase 

diberitahukan kepada pihak lawan adalah untuk memberikan 

kesempatan bagi pihak lawan untuk mengajukan jawaban kontra. 

Pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atau 

kontra terhadap pennohooan penambahan putusan arbitrase. .i<Ontra 

pendapat yang disampaikan pihak lawan dapat dijadikan mahkamah 

sehagai bahan pertimbangan. Dengan demikian, dalam upaya tindakan 

penarnbaban putusan arbitrase yang dilakukan majelis arbitrase, tidak 

hanya pendapat pemohon saja yang harus dinilai dan dipertimbangkan. 

Tapi termasuk pendapet dan pandangan pihak lawan. Sehingga bebot 

penarnbahan putusan arbitrase yang ditentukan majelis arbitrase tidak 

berat sebelah dari pendapat pihak pemohon saja. Lain halnya, jika 

pihak lawan tidal< mengajukan kontra. Berarti dia telah menyetujui 

sepenubnya apa-apa yang akan ditentukan oleh mejelis arbitrase. 

Setelah majelis arbittase menerima dan memeriksa 

permoholllUl para pihak, kemudian menilai hahwa pennohonan 

tersebut dapet dibenarkan dan menganggap bahwa pemunhahan dapat 

dilakukan tanpa adanya pemeriksaan ulang dan pembuklian baru, maka 

majelis arbitrase wajib untuk menetapkan apakah pennohonan 

dikabulkan alau dito]ak. Pasal 37 Ayat (2) UNCITRAL Arbitration 

Rules memberikan batas waktu bagi majelis arbitrase untuk 

mernberikan putusan terkait permohonan penarnbaban putusan 

arbitrase selarnhat-la!nhatnya 60 (enarn puloh) hari sejak permohonan 

diterhna. 

Terdapat kemungkilllUl majelis arbitrase setelah menerima dan 

memeriksa permohonan para pihak, berpendapat bahwa proses 

penambahan putusan arbitrase membutubkan perneriksaan dan bukti

bukti tambahan. Apabila terjadi hal ini, maka sangat mungkin majelis 

arbitrase membutuhkan waktu untuk rnemeriksanya lebih dari 60 
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{enam puluh) hari, dan karenanya dengan alasan-alasan yang tepat 

majelis arbitrase dapat mempalJ1311jangjangka waktu pemeriksaan. 

Berdasaran Pasal 37 Ayat {3) UNCITRAL Arbitration Rules 

maka, segala ketentuan yang berlaku terhadap pembuatan putusan 

arbitrase juga berlaku terhadap Penamhahan Putusan Arbitrase, yakni 

a. Penamhahan Putusan Arbitrase berbantuk tertulis dan bersifat final 

dan binding, dalam arti lidak dapat lag! dilawan dengan upeya 

banding, kasasi dan peninjauan kembali. Penambahan Putusan 

Arbitrase dengan sendirinya memiliki kekuatan daya eksekusi dan 

harus segera dilaksanakan68 

h. Penambahan Putusan Arbitrase oleh majelis arbitrase barus 

memuat dasar-dasar alaaan, keduali para pihak sepakat, dalam 

peJjanjian arbitrase hahwa putusan dan koreksi tidak memerlakan 

dasar-dasar pertimbangan. 69 

c. Penambahan putusan arbitrase barns ditanda-tangani anggota 

arbiter, dan menyebut: 

Tangga!, serta 

Tempat Penarnhaban putusan arbitrase diambil 

Da!am hal sa!ah seorang tidak menandatangani, hams dicatat 

dalam penetapan penarnbahan putusan arbitrase tentang alasan 

yang menyebabkan dia tidak ikut tandatangan.70 

d. Sa!inan panetapan penamhahan putusan arbitrase yang telah 

ditandatangani oleb anggota arbiter, diberitahukan kepada para 

pihak oleh majelis arbitrase.71 

e. Penambahan putusan arbitrase tidak boleh dipublikasi tanpa 

persetujuan kedua belah pihak.12 

6¥ UNCITRAL Arbitral/on Rules, Pasal32 ayat (2). 
69 UNC1TR.ALArbitration Rules. Pasal32 ayat (3). 
70 UNC!TRAL ArbitraJian Rules. Pasal32 ayat ( 4). 
71 UNClTR.AL Arbitrotian Rules. Pasal32 a:yat (6). 
71 UNClTRAL Arbilration Rules, Pasal32 ayat {5). 
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Peno1aka.I Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional memiliki 

kaitan yang sangat erat dengan pennohonan pelaksanaan putusan 

arbitrase. Dikatakan dalam Pasal 6! Undang-Undang Arbitrase dan 

A1tematif Penye1esaian Sengketa bahwa dalarn hal para pihak tidak 

melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan 

berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri alas permohonan salah 

satu pihak yang bersengketa. 73 

Pennohonan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pera pibak 

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 

mewi1ayahi tempat tinggal termohon arbitrase. Tidak ada batas waktu 

yang ditentukan dalam undang-undang mengenai kapan waktu terakbir 

permohonan eksekusi didaftarkan ke Pnaltera Pengadi1an Negeri. 

Namun, Ketua Pengadilan Negeri dibatasi waktunya untuk 

memberikan putusan apakah akan memberikan perintah eksekusi atau 

menolak memberikan perintah eksekusi. Dikatukan dalarn Pasa1 62 

Ayat (I) Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa bahwa perintah sebagaimana dalarn pasal 61 diberikan dalam 

waktu paling lama 30 (tiga pulub) hari setelah permohonan eksekusi 

didaftarkan kepada Pnaltera Pengadi1an Negeri.'4 

Atas permohonan para pihak tersebut, Ketua Pengadilan Negeri 

akan me1akukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai 

apakah putusan arbitrase mernenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 

Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa, serta 

tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.'S Dalarn 

n lndonesia, Undang~Undang ArbiJrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU 
No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLNNo. 3872, Pasal61. 

14 Indonesia, Undang~Undang Arbirrase dan Alternalif Penyelesaian Sengketa, UU 
No. 39 tahun 1999. LN No. !3& talmn 1999, TLN No. 3812, Pasa162 Ayal (l). 

'l.S indonesia, Undang-Undang Arhilrase dan Alternatif Penyelesaian SengketQ, UU 
No. 39 tahun 1999. LN No. !38 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal62 Ayat (2). 
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melakukan pemeriksaan, alasan dan pertimbangan~pertimbangan 

putusan tidak akan diperiksa.76 

Berdasarkan uraian diatas, tampaknya penolakan pembatalan 

pelaksanaan putusan arbitmse bukan merupakan pilihan upaya hukum 

yang dapat dilakukan para pihak, 

Penolakan pelaksanaan putusan arbltmse tidak dilakukan berdasarkan 

adanya pennohonan penolakan oleh para pihak yang dikalahkan dalam 

putusan arbitrase, Pcnolakan pelaksanaan putusan arbltrase yang 

diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri muml berdasarkan 

pertimbangan ada tidaknya pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 

Undang-Undang Arbitmse dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

kesusilaan dan ketertihan umum, 

2,3,42. Penolakan Putusan Arbitrase Intemasiorud 

Putusan Arbitrase lntemasional77 dapat ditolak pelaksanaannya 

berdasarkan permobonan para pihak. 

Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase intemasional 

herakibat tidak dapatnya putusan arbitrase intemasional dilaksanakan 

di yurisdikai negara yang menolaknya, Putusan Arbitrase lnternasional 

tidak menjadi batal, ia tetap ada, sehlngga apabila temyata di Negara 

lain teradapat asset dari pihak yang dikalahkan, pihak yang 

dimenangkan masih dapat meminta eksekusi di pengadilan tersebutJ8 

Penolakan putusan arbitrase intemasional diatur dalam 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

76 Indonesia, Undaug-Undang Arbilrase dan Alternatif Perryelesoian Sengketa. UU 
No. 39 tlhun t9n LN No. 138 tahun 1999, TLN No, 38n, Pasal62 Ayat (4). 

77 Lihat: Indonesia, Undang~Undang Arbilrase dan Alternotif Penyele.soian 
SengN.eta, UU No. 39 rabun 1999. LN No. 138 tabun 1999. TLN No. 3872. Pasai I Angka 9. 
Pulusan Arbitrase Intemasional adalah putusan yang dijatuhkan oteh suatu lembaga arbitrase 
atau arbiter perorangan di Juar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu 
lembaga arbitrase atau a:rbiter pcrorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia 
dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasionaL 

78 Hikmahanlo Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh 
Pengadilan Nasional, Op cil., him, 68. 
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Award atau terkenal dengan istilah Konvensi New York 1958 yang 

disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 198!.1'1 

bahwa, 

Pasal V Ayat (l) Konvensi New York 1958 menyatakan 

"Recognition and enforcement of rhe awar may be refused, at 
I he request of the party against whom il is invoke, only if that 
party furnishes to the competence authority t~~here the 
recognition and enforcement i.s sought, proof that. "80 

Dengan demikian maka, pibak termohon eksekusi dimungkinksn untuk 

meng<;juksn permohonan penolakan eksekusi, dengan dilengkapi 

bukti-bukti tentang adanya pelanggaran terhadap salah satu alasan 

yangditentukan dalam Pasal V Ayat (I) Konvensi New York 1958. 

2.3.5. Pembatalan Putusan Arbitrase 

Pembatalan putusan arbitmse berakibat dinafikksnnya (seolah 

tidak pemah dibuat) suatu putusan arbitrase. Terhadap putusan 

arbitmse yang diba!lllkan, pengadilan dapat meminta agar para pihak 

mengntang proses arbitrase. Hanya saja putusan arbitrase tidal:. 

membawa konsekuensi pada pengadilan yang membatalksn untuk 

memiliki wewenang memeriksa dan memutus sengketa. Apabila hal ini 

dilakukan maka akan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak 

yang dimiliki oleh para pihak dalarn penyelesaian sengketa mereks. 

Bahkan pengadilan dapat dianggap sebagai tidak mengbormati asas 

kebebasan berkontrak,81 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa, R v telah memberikan pengaturan mengenai 

pembatalan putusan arbitrase. 

19 lndonesia,. Keppres Pengakuan dun Pelaksanaan Putusan Arbilrase Asing, 
Keppres No. 34tahun 19&1. LN No. 40 tahun 1981. 

80 IndOJoesia. Keppres Pengakuan dan Pelaksanaan Prltusan Af'bitrase Asing, 
Keppres No. 34 tahun 1981. LN No.40 tahun 1981, Pasal V Ayat (1). 

'
1 Hikrnahanto Juwana, Pembatalan Putusan Arbitrase lnternasional oleh Pengadilan 

Nasional, Op Cil., him. 68. 
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2.3.5. L Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Rv. 

Sebelum berlakllllya Undang-Undang Arbitrase dan Allematif 

Penyeles(lian Sengketa,B2 pembatalan putusan arbitrase telah diatur 

dalam Rv. 

Pasal 643 Rv telah merinci secara limitatif alasan-alasan yang 

dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan pembetalan putusan 

arbitrase. Keluar dari alasan tersebut, permohonan pembetalar. 

dianggap tidak mempunyai dasar hukum.lll 

Alasan-alasan dalam Pasal 643 Rv yang dapat dijadikan dasar 

pembatalan putusan arbitrase ada1ah sebagai berikut: 

l. Apabila patusan melampaui betas-betas persetujuan. 

2. Putusan berdasar: 

i. persetujuan yang batal, atau 

ii. Ielah lewat waktunya 

3. Apabila putusan dlambil oleh: 

i. anggota arbiter yang tidak berwenang) atau 

ii. tidak dihadiri anggota arbiter yang lain. Misalnya putusan 

diambil Oleh arbiter minoritas. 

4. Apabila putusan: 

i. telah mengabulkan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut, 

atau 

ii. telah mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau "ultra 

petitum partium" atau '\Iltra virus'1 

5. Apabila putusan mengandung: 

i. Saling perteotangan antara pertimbangan yang satu dengan 

yang lain~ atau 

ii. Saling petentangan antara pertimbangan dengan dictum 

putusan 

82 Indonesia, Undang·Undang Arbitmse dan Alternatif Penyelesaion Sengketa, UV 
No. 39 tahun 1999, LN No. 138 talmn 1999, TLN No. 3872. 

8
' M. Yahya Harahnp, Arbitrase, Op Cit., him. 277. 
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6, Apabila mahkamah melalaikan untuk memutus tentang suatu atau 

beberapa bagian dari persetujuan, padahal itu telah diajukan untuk 

diputus 

7. Apabila mahkaxnah melanggar lata cara beracaxa menurut hukum 

yang diancaxn dengan batalnya putusan. Pelanggaran demikian 

tennasuk tala cara yang diatur dalaxn hukum acaxa. 

8. Apahila putusan didasarkan atas: 

i. surat-surat yang palsu, dan 

ii. kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusan 

dijatuhkan. 

9. Apabila setelah putusan dijatuhkan: 

i. ditemukan surat~surat yang menentukan, dan 

ii. selama proses pemeriksaan disembunyikan para pihak. 

l 0. Apabila putusan didasarkan atas: 

i. kekurangan, atau 

ii. itikad bw:uk, dan 

bal itu baru diketabui setelah putusan dijatuhkan. 

2.3.5.2. Pembatalan Putusau Dalam Arbitmse ICSID 

Para pihak dalam arbitrase ICSID diberikan hak untuk 

mengajukan permohonan pambatalan putusan arbitrase. Dikatakan 

dalam Pasal 52 Konvensi ICSID bahwa "Either party may request 

annulment of the award by an application in writing addressed to the 

Secretary-General. "84 Sarna dengan upaya hukurn terhadap putusan 

arbitrnse dalam bentuk lainnya yang diakui Konvensi ICSID seperti 

misalnya interpretasi maupun koreksi atau revisi, maka permohonan 

pembatalan putusan arbilrase diajukan dalam bentuk tertulis.•s · 

114 ConwmliOtf <m the Selilemem of Investment Dispr;tes between Slates and Nationals 
of Or her Slates, Pasal .52 Ayat (l ). 

85 Convention on the Settlement of Investment Disputes between Stales and Nationals 
of Other Stales, Pasal52 Ayat (l). 
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Berbeda dengan pennohonan pembatalan putusan arbitrase yang 

diatur da1am Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa yang diajukan kepada lembaga pengadilan untuk 

memutusnya., maka menur~!! Konvensi ICSID. pennohonan 

pembatalan putusan arbitrnse ditujukan kepada sekretariat jcnderal 

ICSID,jadi ditujukan kepada lembaga arbitrase ICSJD sendiri."' 

Balas waktu pangajuan permohonan pembatalan putusan 

arbitrase dibatasi paling lama 120 (seratus dua puluh hari) terhltung 

sejak putusan diserahkan kepada para pihak. Namun, terdapat 

pengecualian bagi pennohonan pcmbatalan yang menggunakan alasan 

corruption, maka batas waktunya 120 (seratus dua puluh) hari setelah 

diketahuinya corruption, dan corruption ini diketahui dalam batas 

waldu 3 (tiga) tabun sejak putusan diserabkan kepada para pihak."' 

Alasan-alasan pcrmohonan pembatalan putusan arbitrase diatur 

secara limitatifdalam ketentuanPasal52 Ayat (I), yakni: 

(a)that the Tribunal was not properly constiluted; 
(b)that the Tribunal has manifestly exceeded its pawers; 
(c) that there was corruption on the part of a member of the 

Tribunal; 
(d) that there has been a serio!IS departure from a fUndamental 

rule of procedure; or 
(e) that the award has failed to state the reasons 011 which it is 

based. 

Alasan pertama, Pembentukan majelis arbitrase tidak tepat. 

T erdapat kemungkinan pembentukan majelis arbitrase yang memutus 

sengketa, tidak dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam 

Konvensi ICSJD. Pembentulcannya mengandung pclanggaran 

ketentuan yang dibenarkan. Oleh karena pembentukan majelis 

arbitrase sendiri tidak menurut ketentuan. dengan sendirinya putusan 

311 Co~n~ention on the Settlement of lnvestmenr Disputes between State-s and Nationals 
of Other States, Pasal52 Ayat (I), 

&? Convention an the Seufement of JnvesJment Di$putes between States and Nationals 
of Other States, Pasal 52 Ayat (2). 
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yang diambil tidak sah. Dengan demikian. layak untuk membatalkan 

putusan atas pennintaan salah sa.tu pihak.sa 

Sebagai contoh, penunjukan arbiter yang duduk di dalam 

majeHs arbitrase yang rnemutus sengketa bertentangan dengan 

ketentuan Pasa137 s.mpai dengan Pasal40 Konvensi ICSID. 

Alasan kedua, majelis arbitrase melampaui batas kewenangan. 

Suatu putusan yang dapat dianggap mengandung cacat melarnpaui 

batas kewenangan yakni apabila telah diputus atau dikabulkan sesuatu 

hal yang soma sekali tidak dituntut dalarn claim oleh pihak claimant 

maupun dalam atau counter-claim oleh pihak respondent, atau apabila 

putusan telah mengabulkan melibihi dari apa yang dituntut dalam 

claim atau cauluer~claim (ultra petitum partium).Apabila putusan 

arbitrase mengandung cacat seperti ini, maka para pibak dapat 

mengajukan pennohonan pembata!an putusan arbitrase.69 

Ala.o:;an ketiga~ saJah seorang anggota arbiter roelakukan 

corruption. Pengertian corruption. bisajadi suap, kecurangan, maupun 

itikad tidak balk. Apabila teljadi tindakan semacam ini oleh arbiter, 

maka para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan 

arbitrase.90 

Alasan keempat, terjadi penyimpangan serius terhadap tata cara 

pemeriksaan. Yang dimaksud disini~ apabila proses pemeriksaau 

melanggar lllta tertib beracara yang ditentukan hukum. Aturan tala 

tertib beracara yang dilanggar1 mengandung ancaman batal. Barulah 

penyimpangan lllta tertib demikian serius dan fundamental. Kalau lata 

tertib yang dilanggar tidak mengandung ancaman batal atau bersifat 

imperatif atau yang dilanggar tidak berbobot memperkosa hak dan 

kepentinga.n salah satu pihak, tidak dapat dikategorikan sebagai 

penyimpa.ngan yang serius dan fl.llldamental.S'I 

n M. Yahya Harahap, Arbilrase, Op Cit, hlm. 289. 
,,. Yahya Harahap, Arbitrrue, Ibid., hlm. 290. 
90 Yahya Harahap, ArbUrose, Ibid, Etlm. 290. 
91 Yahya Har.:~:hap, ArbUras.e,lbid, him. 291. 

Universitas Indonesia 

Upaya Hukum..., Akhmad Henry Setyawan, FH UI, 2009



38 

Alasan kelin1a, lidak cukup dasar pcrtimbangan pulusan. 

Pengertiannya, majelis arbitrase gaga! atau lidnk marnpu menguraikan 

dan menjelaskan dasar-dasar pcrtimbangan hukum dalam putusan. 

dasnr pertimbangan putusan tidak aria alau tidak. cukup. Putusan hanya 

berisi kesimpulan ya.l.lg tidak jelas dasar alasannya. dari mana 

kesimpulan itu ditarik. Putusan majelis arbitrusc demikian dalarn 

praktek pengadilan pada umumnya disebut onvoldoende gemotived. 
" 

Hal ini dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitraseJ2 

Yang berwenang untuk memeriksa dan mernutus pennohonan 

pennobonan pembatalan putusan arbitrase adalah ad hoc commillee 

yang dibentuk oleh the chairman.93 BerUttSarkan Konvensi ICSID) 

dalarn proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, 

ad hoc comitte dapat menunda pelaksanaan eksekusi apabila tidak 

diminta dalam permohorum, namun sebaliknya apabila dalam 

permohonan pembalalan putusan arbitrase diminla juga penundaan 

eksekusi. maka ad hoc comilte akan memerintahkan penundaan 

eksekusi untuk sementara.94 

Ad hoe committee memiliki wewenang untuk membatalkan 

keseluruhan ~tau sebagian Putusan ArbitraseJ5 Apabila ad hoc 

committee mengabulkan pennohonan pembatalall putusan arbitrase, 

maka sengketa semuJa dapat diajukan kembali untuk diperiksa ulang.96 

Selanjutnya, sebagai permohonan arbitrase baru, ICSJD akan 

membentuk m.ajelis arbitrase baru sesuai dengan yang ditentukan 

dalam Pasal37 sampai dengw1 Pasal40 Konvensi lCSJDJ7 

n Yahya Harahap, Arbilrase, Ibid., him. 292. 
93 Convention on the Seltlement of Investment Disputes between Stares and Nationals 

ofOJher States, Pasal52 Ayat (3). 
94 Convention an the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals 

of Other Srates, Pasa152 Ayat (S). 
95 Convenlion on the Selllemenl of Investment Disputes between Slates anri Nationals 

cfOiher States, Pasal52 Ayat (3). 
96 Convenlion on the Seulement of Investment Disputes be Me en States and Nationals 

ofOJherStates, Pasal52 Ayat (6). 
t7 Ccnvention on lhe Seu/emenr of Investment Disputes between States and Nationals 

of Other Stales, Pasal52 Ayat (6). 
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Terdapat dua rezim lmkum terpisah yang mengatur tentang arbitrase di 

Singapura. Apabila situs (tempatlkedudukan) arbitrase di Singapura, 

Arbitration Acfl8 atau International Arbitration Act99 akan mengatur tentang 

proses arbitrase. Arbitrase domestik diatur dengan Arbitration Act yang 

berlaku mulai tanggal l Maret 2002 dan mencabut secara keseluruhan 

Arbitration Act yang sebelumnya.'oo Arbitration Act berlaku untuk setiap 

arbitrase yang mernilih ternpat arbitrase di Singapura dan apahila Bagian II 

International Arbitration Act tidak berlaku. Arbitration Act diundangkan 

untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang berlaku bagi arbitrase 

dornestik dengan UNCITRAL Model Law tentang Arbitrase Komersial 

lntemasional (selanjutnya disebut "Model Law"). Untuk perjanjian-perjanjian 

arbitrase intemnsional, undang-undang yang berlaku adaiah International 

Arbitration Acl, yang berlaku untuk arbitrase intemasionai maupun arbitrase 

domestik apabila para pihak mernperjanjikan secara tertulis bahwa Bagian II 

International Arbitration Act dan Model Law akan berlaku.lOI Berdasarkan 

International Arbitration Act, suatu arbitrase adalah arbitrase intemasional 

apabila: 102 

Berdasarkan Arbitration Act, salah satu pihak berdasarkan kesepakatan 

para pihak atau dengan adanya izin dari pengadilan dapat mengajukan banding 

alas suatu putusan dengan alasan adanya perrnasalahan hukum yang timbul 

91 Singapura, Arbitration Aet. Undang~Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002 . · 

99 Singapura, International Arbitration Act, Undang~Undang No. 23 Tahun 1994, 
Chapter 143A. 

100 Sebelumnya a.rbitrase domestik diatur dalam Arbitration At:1 Chapter 1.0 dan 
kemudian digantikan dengan Rev. Ed. Tahun 2002 

un Singapum. international Arbitration Act. Undang-Undang No. 23 Tahun 1994, 
Chapt« 143A, Pasal5 (I). 

101 Singapura. International Arbitration Act, Undang-Undang No. 23 Tabun 1994, 
Chapter 143A, Pasal S (2). 
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dari putusan.l03 Arbitration Act juga mengizinkan para pihak untuk 

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memutuskan setiap 

pcrmasalahan hukum yang timbul dari proses arbitrase yang secara substansial 

mempongaruhi hak-hak r>•ra pibak. '"" 

Putusan arbitruSe yang telab dike1uarkan menjadi sab dan mengikat 

para pihak10S dan tidak memer1nkan pendaftaran lebih lanjut atau 

mendapatkan perintah pelaksanaan (fiat) agar putusan tersebut menjadi efektif. 

Akan tetapi, hukum memberikan berbagai upaya hukum kepada suatu pihak 

untnk menentang putusan arbitrase. Lebih lanju~ apabila salah satu pihak !alai 

untuk secara suka rela menaati ketentuan-ketentuan pntusan arbitmse, maka 

putusan tersebut dapat (lilaksanakan melalui pengadilan di Singapura. 

2.4.1.1. Perbaikan, Penafsiran dan Penarnbaban Putusan Arbitrase 

Di dalarn arbitrase domestik, arbiter diperbolebkan untuk 

melakakan perbaikan alas suatu putusan karena «kesalaban 

perhitungan, kesalahan klerikal ata.u kesalahan ketik atau kesalaban 

lainnya yang sifatnya sama".IO. Perbaikan dapat dilakukan alas 

inisiatif majelis itu sendiri atau alas permintaan salah satu pibak dalarn 

arbitrase tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) beri sejak 

diterimanya putusan. 107 Selanjutnya, jangka waktu 30 {tiga pulub) hari 

dapat diperpanjang oleh majelis arbiter hila perlu. 108 

Para pihak dapat pula meminta majelis untuk menafsirkan 

suatu hal atau bagian tertentu dari suatu putusan.I09 Perbaikan atau 

penafsiran harus dilakukan oleh majelis dalarn jangka waktu 30 (tiga 

lOJ Singapura, Arbitration Act, Uodang~Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tabun2002, Ps. 49. 

104 Stngapura, Arbitration Act, Undang~Undang No.37 Tahun 2QOJ. Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002, Ps. 45. 

ti)S Si.ngapura. Arbitration Act, Undang~Undang N9,37 Tahun 2001, Chapter .10, Ed. 
Revisi Tahult 2002. Pasal44 (I). 

100 Singapura. Arbitration Act, Undang~Undang No.37 Tabun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002, Pasal43 (1). 

to.1 Singapura, Arbi1ra1ion Act, Undang~Undang NQ.37 Tnhun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002, Pasa\43 (I). 

103 Singapura, Arbitration Act, Undang~Undang No.37 Tahun 2VOI, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002, Pasal 43 (6), 

109 Singapura, Arbitra1ion Act, Undang~Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun2002, Pasa143 (2}. 

Universitas lndonesja 

Upaya Hukum..., Akhmad Henry Setyawan, FH UI, 2009



41 

puluh} hari sejak diterimanya pcnnintaan tersebut dan penafsiran 

tersebut akan merupakan bagian dari putusan. 

Apabila suatu tuntutan yang dibuat di dalam proses 

persidangan arbitrase telah dihapus dari putusan arbitrase dan dalam 

hal tidak adanya peoanjian yang menyatakan scbaliknya, salah satu 

pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada majelis, 

meminta majelis untuk memberikan putusan lambahan tentang 

tuntutan yang diajukan namun Ielah dihapus itu dalarn jangka waktu 30 

{tiga puluh} hari sejak diterimanya putusan {dengan pernberitahuan 

kepada pihak lainnya). 110 Putusan lambahan harus dibuat dalam jangka 

waktu 60 {enam puluh) hari."' 

2.4.1.2. Banding Atas Putusan Arbitrase 

Para pihak diperbolehknn melakukan upaya banding atas 

putusan arbitrase kepada mejlis arbiter banding apabila para pihak 

menyetujuinya. Upaya banding ke paogadilan terbadap putusan 

arbitrase mengenai pokok gugatan (the merits) diperbolehkan hanya 

untuk arbitrase domestik yang dilaksanakan berdasarkan Arbitration 

Act.112 Hak untuk ba!!ding dapat ditiadakan berdasarkan perjanjian.113 

Banding dapat diajukan hanya apabila para pihak setuju atau 

berdasarkan izin dati Pengadilan Tinggi (High Court) dan harus 

dilakukan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak 

putusan arbitrase dikeJuarkan. 114 

110 Singapura. Arbitration Act, Undang~Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002, Pasa! 43 (4). 

111 Singapura, Arbitration Act. Undang-Undang No.37 Tabun 2001, Chapter 10. Ed. 
Revisi Thhun 2002, Pasal43 (5). 

112 Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.31 Tatum 2001. Chapter 10. Ed. 
Revisi Tahun 2002, Pasal49. 

113 Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi iahun 2002, Pasal49 (2). 

114 Singapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002. Pasal50 (3). 
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Sebelum memberikan izin banding. pengadilan harus merasa 

yakin bahwa: llS 

a. penentuan pennasalahan akan secara substansial mempengaruhi 

hak satu atau lebih para pihak; 

b. pennasalahan tersebut merupakan hal yang atas mana majelis 

arbiter diminta untuk menentukan; 

c. berdasarkan temuan-temuan fakta dalam putusan arbitrase: 

i. putusan majelis arbiter alas pennasalahan tersebut jelas-jelas 

salah; atau 

u. punnasalahan tersebut merupakan salah satu isu kepentingan 

umum publik dan putusan majelis arbiter tersebut setidaknya 

dapat mengundang keraguan yang serius; dan 

d. sekalipun telah ada kesepakntan para pihak untuk menyelesalkan 

permasalahan mereka melalui arbitrase, namun merupakan hal 

yang adil dan layak dalam segala keadaan bagi pengadilau untuk 

memutuskan pennasalahan tersebut. 

Sclain itu, sebelum banding dapat diajukan, pihak yang mengajakan 

harus pertama-tama telah melalui selurub proses banding ·arbitrase atau 

proses peninjauan kembali arbitrase serta setiap upaya yang tersadia 

berdasarkan Pasal43 Arbitration Act.'" 

2.4.1.3. Pembatalan Putusau Arbitrase 

Putusan arbitrase yang diputuskan berdasarkan Arbitration Act 

dapat disampingkanldibetalkan (se/ aside) oleh Pengadilau Tinggi, 

yaknl apabila: 117 

Pihak yang mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan 

Tinggi memberikan bukti-bukti yang meyakiukan bahwa: 

w Singapura. Arbitration Act. Undang-Undang No,37 iahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002, Prulal49 (5). 

116 Upaya hukum tersebut adalah perbaikan atau penafsiran purusan dan putusan 
tambahan. Singapura, Arbitrntion Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002, Pasal50 (2) a.. 

msingapura, Arbitration Act, Undang-Undang No.37 Tahun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revlsi Tahun 2002, Pasa148 (I). 
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Salah satu pihak dalam perjanjian arbitrase temyata tidak mempunyai 

kapas:itas tertentu; 

(i) perjanjian arbitrase tidak sah berdasarkan hukum yang dipilih oleh 

para pihak atau apabila lidak ada pilihan tersebut, berdasarkan 

hukum Singapura; 

(ii) pihak yang mengajukan permohonan lidak diberikan 

pemberitahuan yang layak tentang penunjukan arbiter atau proses 

beracara arbitrase atau karena hal lainnya, tidak dapat mengajukan 

perkaranya; 

(iii) putusan menyangkut perselisihan yang tidak dimaksudkan atau 

tidak masuk dalam kategori pengajuan ke arbitrase atau 

mengandung putusan alas masalah-masalah yang berada di luar 

mang lingkup pengajuan ke arbitrase, kecuali apabila putusan atas 

masalah-masalah yang diajukan ke arbijrase dapat dipisahkan dari 

masalah-masalah yang tidak diajukan ke arbitrase, maks hanya 

bagian putusan yang rnengandung putusan alas masalah-masalah 

yang tidak diajukan ke arbitrase yang dapat dibatalkan; 

(iv) komposisi majelis arbiter atau prosedur arbitrase tidak sesuai 

dengan perjanjian para pilrak, kecuali apabila perjanjian tersebut 

bertentangan deogan ketentuan Arbitration Act yang para pihak 

tidak dapat mengabaikannya atau, dalam hal tidak adanya 

perjanjian tersebut, bertentangan dengan ketentuan Arbitration Act; 

(v) pembuatan/penyusunan putusan arbitrase tersebut Ielah 

dipengaruhi o!eh penipuan atau korupsi; 

(vi) suatu pelanggaran lhe rules of natural justice telah terjadi 

sehubungan dengan penyusunan putusan arbitrase tersebut, yang 

mengakibatkan hak-hak salah satu pihak Ielah diabaikan; atllu 

(a) apabila Pengadilan Tinggi menemukan bahwa: 

(i) permasalahan dari perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan 

mela!ui arbitrase berdasarkan Arbitration Act; atau 

(ii) putusan arbitrase tersebut bertentangan deugan kepentingan urnum 

(public policy). 
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Pcnnohonan Pcmbatalan Putusan Arbitrase kepada Pengadilan Tinggi 

hanya dapat dimohonkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) 

bulan sejak tanggal ditcrimanya putusan arbitrase oteh pihak pemohon 

pembatalan putusan arbitrase.11a 

2.4.2. China 

China mula\ membnka perbatasan negaranya dalam rangka 

perdagangan internasional pada era 1950an dan kemudian disusul pada 

level dunia pada era 1978-79. Setelah Jebih dari satu dekade melaknkan 

eksperimen terhadap arbi-e, Kongres Rakyat Nasional China 

menetapkan Arbitration Law of the People's Republic of China"9 

(selanjutnya disebut "Arbitration Law"), yang berlaku efktif sejak I 

September 1995. Arbitration Law memberikan keseragaman diantara 

badan arbitrnse, menyediakan aturan prodesural, membuat standart tinggi 

bagi personel arbitrnse, dan memberikan penegasan terhadap sifut final 

putusan arbi-.. Arbitration Law juga menekankan hubungan antara 

badan arbi-. dengan pengadilan dan menentukan sengketa-sengketa 

apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. 1"' 

Arbitration Law disusun dengan maksud untuk memastikan 

penyelesaian sengketa ekonomi melalui arbi-. dilaknkan secara adil dan 

waktu yang tetukur, memberikan perlindungan bagi hak-bak yang soh 

menurut hukum dan kepentingan pihak-pihak terkait dan dalam rangka 

mendorong perkembangan ekonomi pasar sosialis yang sehat.t21 

Berdasarkan Arbitration Law, sengketa yang dapat diselesaikan 

melalui arbitrase adalah sengketa kontraktual antara warga negara dalam 

status yang sama. badan hukum dan organisasi ekonomi lainnya, dan 

118 Singapura, Arbitralion Act, Undang-Undang No.31 Tabun 2001, Chapter 10, Ed. 
Revisi Tahun 2002. Pasal4& (2), 

119 Republik Rakyat China, Arbitration L!IW, Dekrit Prcsiden No. 31, Oktober 1994. 
120 Ellen Reinstein, "Finding A Happy Ending For Foreign Investor; The 

Enforcement Arbitration Awards ln The People's Republic Of China," Indiana International 
and Comf.arativc l.aw Review,2005, him. 42. 

21 Republik Rakyat China, Arbitration Law, Dekrit Presiden No. JJ, Oklober 1994, 
Pasall. 
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sengketa yang muncul dari kepemilikan atas benda.l22 Sebaliknya, 

sengketa yang muncul dari hubungan perkawinan, adopsi, perwailan, 

pendidikan anak berikut warisan, dan sengketa yang telah ditentukan oleh 

hukum untuk diselesaikan melalui badanMbaJan administrative tidak dapat 

diselesaikan melalui arbitrase.123 

Berdasorkan Arbitration Law, pada prinsipnya putusan orhitrase 

memiliki kekuatan hukum sejak diputus.124 

2.4.2.1. Perbaikan dan Penornbaban Putusan Arbitrnse 

Ketentuan Pasal 56 Arbitration Law memungkiukan majelis 

arbitrase, bardasarkan permohonan pam pihak yang diterimanya untuk 

memperbaiki kesalahan penulisan atau yang bersifat administrative, 

kesalahan perhitungan maupun melakukan penarnbaban putusan akibat 

telab diabaikannya tuntutan dalam putusan arbitrase. 

Pennohonan koreksi putusan arbitrnse wajib dilakukan para pihak 

dalarn tenggang waktu30 (tiga puluh) terhitung sejak putusan arbitrase 

diterima oleh para pihak.12.5 

2.4.2.2. Pembail!lan Putusan Arbitrase 

Apabila dapat ditunjukkan bukti-bukti mengenai salah satu 

dari hal-hal berikut, para pihak dapat mengajukan pennohonan 

pembatalan putusan orhitrase pada intermediate people ·s court pada 

tempat dimana komisi arbitrase berada: 126 

1. Tidak terdapat peijanjian arbitrase 

2. Putusan arbitrase diluar lingkup perjanjian arbitrase atau batas 

kewenangan komisi arbitrase. 

I:U Republik Rakyat China, Arbilration Law, Ocktit Presiden No. 31, Okrober 1994, 
-2. . 

1:u Repubtik Rakyat China, Arbitration Law, Dekrit Presiden No. 31. Oktober 1994, 
Pasal3. 

124 Republik Rakye.t China. Arbitration Law, Dekrit Presiden No. :31, Oktober 1994, 
Pasal 57. 

t:U Republik Rakyat China, Arbitration Law, Dekrit Preslden No. 31, Oktober 1994, 
Pasa! 56. 

1211 Republik Rakyat China. Arbflration Law, Dekrit Presiden No. 3 !, Oktober 199'4, 
Pa:oal58. 
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3. Komposisi panel arbitrase atau pemeriksaan arbitrase melanggar 

hukum acara. 

4. Bukti-bukti sebagai dosar putusan adalal; palsu 

5. Hal-hal yang berpengaruh terhadap keadilan putusan 

disembunyikan pihak lawan 

6. Arbiter menerima suap, melakukan tipu muslihat untuk 

kepenting'W pribadi, atau dalam putusannya telah melanggar 

hukurn. 

Pengadilan harus membentuk majelis untuk memeriksa 

pennohonan. Apabila hal-hal tersebut diketemukan, putusan arbitrase 

harus dihatalkan pengadilan. 

Selain itu. apabila pengadilan menemukan bahwa putusan 

arbitrase benentangan dengan kepentingan publik, putusan amitrase 

harus dibatalkan oleh pengadilan. 

Pennohonan dari para pihak untuk membatalkan putusan 

arbitrase harus diserahkan dalam waktu 6 ( enarn) bulan sejak tanggal 

penerimaan putusan arbitrase. 127 

Pengadilan harus memberikan putusan atas permohonan 

pembatalan putusan arbitrase dalarn waktu 2 (dua) bulan setelah 

permohonan pembatalan putusan arbitrase diterlma.>2a 

127Republik Rakyat China, Arbitration Law, Dekrit Presiden No. 31, 01-.'tober 1994, 
Posal 59. 

n1Republik Ral.:yat China. Arbitralion Law, Dekrit Presiden No. 31, Oktober 1994, 
Pasal60. 
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BAB3 
PENGATURAN UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN ARBITRASE 

DALAM UNDANG-UNDANG ARBITRASE DAN ALTERNA TIF 
PENYELESAIAN SENGKETA 

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, Putusan Arbitrase 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. 

Terhadap Pu:~san Arbitrase tertutup upaya hukum banding, kasasi maupun 

peninjauan kemhali. Putusan Arbitrase disamakan dengan putusan pengadilan 

yang memiliki kekuatan hukum tetap. 

129 

Namun demikian, peratw:an perundang-undangan membuka peluang hagi 

para pihak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase, diantaranya 

koreksi terhadap kekeliruan administrasi, 130 menambah atau mengurangi putusan 

arbltrase,l31 peno!akan putusan arbitrase internasional, t32 dan pembatalan putusan 

arbitrase. 

Berikut akan dipeparkan hagahnana peraturan perundang-undangan di 

Indonesia memharikan pengsturan atas bentuk-hantuk upaya hukum terhadap 

Putusan Arbitrase ternebut diatas. 

3.l.Ketentuan Koreksi Terhadap Keheliruan Administratif 

Pengaturan koreksi terhadap kekeliruan administratif daiam Putusan 

Arbitrase diatur secara singkat dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan 

AltematifPenyelesaian Sengketa. 

Ketentuan diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan 

koreksi terhadap kekeliruan adminsitratif adalah koreksi terhadap hal-hal 

seperti kesalaltan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, 

122 Indonesia, Undang-Undang Arblirase dan Alternari[ Penyelesaian Sengke.ta, UU NO: 
39 tabun l999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3372, Pasal60. 

110 Lihat : Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternarif Peny£/esaian Sengkera, 
UUNo. 39 !ahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLNNo. 3872, Pasal 58. 

m fnJonesia, Undang-Undang Arbitrose dan Alternutif Penyelesaian Sengkela, UU No. 
39 tahun 1999. LN No. t38 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 58. 

m Lihat: Convenlion on the Recognition and Enforcement of Forei'gn Arbitral Award, 
Pasal V Ayat (I). 
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alamat para pihak atau arbiter dan Iain~lain. yang tidak mengubah substansi 

putusan arbitrase. t3J 

Jadi, tidak hanya kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam 

penulisan nama) alamat para pihak atau arbiter saja yang dapat dimintakan 

koreksi. Kata "lain-lain" menunjukkan kesalahan-kesalahan lain yang dapat 

dilakukan koreksi sepanjang lidak mengubah substansl putusan arbitrase dapat 

dimintakan koreksi oleb para pihak. 

Ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa bahwa Pennohonan koreksi wajib diajukan kepada 

arbiter atau majelis arbitrase paling larna 14 (empat belas) hari setelah putusan 

arbitrase diterlma oleh para pihak. Pengajuan parmohonan yang melewati 

batas waktu tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat fonnil, sebingga 

dinyatakan tidak dapat diterima. 

Tidak terdapat penegasan mengenai apakeb permohonan wajib 

berbentuk tertulis atau lisan sebagaimana pencgasan wajibnya peijanjian 

arbitrase dibuat secara tertulis. Menurut penulis, dengan betpedoman peda 

pengaturan revision of the award pada ketentuan Pasal 51 Ayat (I) Konvensi 

lCSID yang mewajibkan pennohonan dilakukan secara tertulis, seharusnya 

permohonan dibuat secara tertulis. Terlebih Jagi sudah semestinya apahila 

pibak yang berkepentingan atas putusan arbittase atau salah satu pihak yang 

dirugikan akibat kelceliruan-kekeliruan sebagaimana disebut diatas 

menunjnkkan dan mernberikan penjelasan lebih lanjut kepada majelis arbitrase 

agar dapat dilakukan koreksi. 

Bagaimanakah kekuatan hukum koreksi putusan arbitrase? Undang

Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan 

jawahan yang tegas. Menurut penulis, koreksi putusan arbitrase bersifat 

mengantikan putusan arbitrase yang dikoreksi~ dengan demlk.ian maka 

terhadap basil putusan arbitrase yang teleb dilakukan koreksi, berlaku pula 

sifat final dan binding putusan arbitrase sebagaimana ditegaskan dalarn Pasal 

60 Undang-Undang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa. 

133 Indonesia, Undang-Undang Arbitrose dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, l.JU No. 
39 tahun 1999. LN No. l38 tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal58. 
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3.2.Ketentuan Penambahan A tau Pcngurangan Tuntutun 

Pengaturan upaya hukum terhadap pulusan arbitrase berupa 

permohonan penambahan atau pengurangan tuntutan diatur secara 3ingkat 

dalam pasal yang sama yang mengatur tentang pennohonan koreksi terhadap 

kekeliruan administratif pada Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan 

AlternatifPenyelesaian Sengketa. 

Hanya tiga keadaan yang dinxataksn seoara "limitatif' dalarn 

penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Arbilnl.Se dan Altematif Penye!esaian 

Sengkela, yang memnngkinkan para pihak dapat mengajukan upaya hukum 

penambahan atau pengurangan tuntutan. Yakni apabi!a putusan arbittase: 134 

a. Ielah mengabulk;m sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan, atau 

b. tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau 

e. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama !ainnya. 

Ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelasalan Sengketa bahwa permohonan penarnbahan atau pengurangan 

tuntutan wajib diajukan kepada arbiter atau majelis arbilnl.Se paling lama 14 

( empat be las) hari setelah puwsan arbitrase diterima oleh para pihak. 

Pengajuan permohonan yang melewati batas waktu tersebut dapat dinyataksn 

tidak memenuhi syarat formil, sehingga dinyatakan. tidak dapat diterima. 

Tidak terdapat penegasan mengenai apakah permohonan wajib 

berbentuk tertulis atau lisan sebagalmana penegasan w'\iibnya perjanjian 

arbitrase dibuat secara tertulis. Menurut penulis, dengan berpedoman pada 

pengaturan additional award pada ketentuan Pasal 37 Ayat (I) UNCfFRAL 

Arbitration Rules yang mewajibkan petmohonan dilakukan =am tertulis, 

seharusnya permohorum dibuat secara tertulis, Terlebih lagi sudah semestinya 

apabila pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah satu pihak 

yang dirugikan aklbat kekeliruan-kekeliruan sebagalmana disebut dialas 

menunjukksn dan memberikan penjelasan lebih lanjut kepada majelis arbitrase . 

agar dapal dilakukan koreksi. 

1
:;

4 Indonesia, Undong-Undang Arhirrase dan AlternaJJf Penye/es(Jian Scngketa. UU No. 
39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 1999, TLN No, 39.72, Pasal 58. 
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Bagaimanakah kekuatan hukum penambahan atau pengurangan tuntutan? 

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyeiesaian Sengketa tidak 

memberlkan jawaban yang tegas, Menurut penulis, penambahan atau 

pengurangan putusan arbitras'! bersifat menggantikan putusan arbitrase yang 

ditambah atau dikurangi, dengan demikian maka terhadap hasil putusan 

arbitrase yang telah dilakukan koreksi, berlaku pula simt final dan binding 

putusan arbitrnse sebagaimana ditegaskan dalam Pasai 60 Undang-Und~g 

Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa. 

3.3.Ketentuan Penolakan Putusan Arbltrase Internasional 

Penolakan putusan arbitrase intemasional diatur dalam Convention on 

the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau terl<enal 

dengan istilah Konvensi New York 1958 yang disahkan melalui Keputusan 

Presiden Nom or 34 tahun 198 I dan Undang-Undang Arbitrnse dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa. 135 

Ditinjau dari sudut alasan-alasan dan tata cara penolakan putusan arbitrase 

intemasional, maka penolakan putusan arbitrnse intemasional dapat dibagi 

dua: 

3.3.1. Penolakan Putusan Arbitrnse Intemasional Secara Ex Officio 

Ketua Pengadiian Negeri akan melakukan penolakan pengakuan 

dan pelaksanaan putusan arbitrase intemasional yang mengandung 

pelanggaran terhadap pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa ""' dan mengandung pelanggaran sebagaimana 

diatur dalarn Pasal V Ayat (2) Konvensi New York 1958.137 Penolakan 

pengakuan dan pelaksaraan putusan arbitrase intemasional yang dilakukan 

pengadilan berdasar jabatannyal ex officio. Tidak perlu ada permintaan 

m Indonesia. Keppres Pengakuan dan Peioksanaan Putusan Arbitrase Asing, Keppres 
No. 34 t.ahun 1981. LN No. 40 talnm 1981. 

136 1ndoncsia, Umlang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No, 
39 tabun t999. LN No. 13& tahun 1999, TLN No. 3872, Pasa166. Ketentuan ini memberikan 
batas-batas yang waj ib dipenuhi agar Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan 
dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. 

m Conwmiion on the Recognili(Jn ond Er!forcement of Foreign Arbitral Award. Pasal V 
Ayat(2). 
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dari pihak yang bersengketa apabila putusan arbitrase intemasional 

mengandung pelanggaran-pelanggaran diatas. 

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa, alasan-alasan penolakan pengakuan dan 

pelaksanaan putusan arbitrase, yakni apabila: 

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis 

arbitrase di suatu ~<ogara yang tidak terikat peijanjian dengan negara 

Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai 

pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase lntemasional; 

b. Putusan Arbitrase lntemasional berada diluar lingkup hukum 

perdagangan sebagaimana dibatasi dalarn Undang-Undang Arbitrase 

dan Alternatif Penyrlesaiaa Sengketa; 

c. Putusan Arbitrase Intemasional bersangkutan bertentangan dengan 

ketertiban umum. 

Sedangkan, alasan-alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan 

putusan arbitrase internasional dalaro ketentuan Pasal V Ayat (2) Konvensi 

New York 1958 adalah sebagai berikut: 

a. Apabila masalah yang disengketakan menurut hukum dari Negara di 

tempat mana permohonan diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui 

arbitrase. 

b. Apabila pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase intemasional 

yang bersangkutan akan menimbu!kan pertentangan dengan ketertiban 

umum.I38 

IJB Masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase intemasi(}nal sebelum 
berlakunya Undang~Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiao Sengketa dfatur dalam 
.Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 1990. Dalam Pasa\ 3 A;yat (3), disebulkan bahwa 
putusan arbitrase aslng yang dapat dieksekusi di lndonesia hanya terbatas pada putusan-putusan 
yang tidak berlentangan dengan kepentingan umum. Pemtvran Mahakamah Agung ini tidak 
memberikan batasan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum atau public polir:y 
sebagaimanajuga dengan Konvensi New York 195& dan Undang~Undnng Arbil.rase dan Altematif 
Penye!esaian Sengketa. Namun demikian dapatlah dipakai batasan pengertian kepentingan umum 
yang diberikan oleh Erman Rajagukguk. yakni "kecertiban umurn ada kalanya diartikan sebagai 
'ketertiban, kesejahternan. keanu.o.:::n'. atau disamakan dengan ketertiban umum, atau synomim 
dari istHah 'keadilan'. Dapat pula dtpergunakan datam arti kata bahwa hakim wajib untuk 
rnempergunakan pasal-pasal undang-undang tertentu". Lihat Ennan R~agukguk:, Arbitrase Dalam 
Putusan Pengadilan, Cct. I, (Jakarta: Chandrd Pratama, 2000), him. 77. 
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Badan yang berwenang untuk mel.akukan peno1akan pengakuan dan 

pe\aksanaan putusan arbitrase intemasional berdasarkan alasan-alasan 

diatas adalah ketua pengadilan negeri Jakarta pusat. Tetapi terdapat 

pengecualian dalam hal Negara Republik Indonesia menjadi para pihak 

dalarn sengketa, maka yang berwenang untuk menolak pengakuan dan 

pelaksanaan adalah Mahkarnah Agung. 

3.3.2. Penolakan Putusan Arbitrase lnternasional Berdasarkan 

Pennohonan 

Ketentuan dalam Pasal V Ayat (I) Konvensi New York 1958 

rnemungkinkan para pihak dalam sengketa uotuk rnengajnkan pennohonan 

agar putusan arbitrase intemasional yang hendak dilaksanakan di 

Indonesia ditolak pengakuan dan pelaksanaannya. 

Terdapat beberapa alasan yang diatur seeara limitatif dalam 

ketentuan Pasal V Ayat (I) Konvensi New York 1958,139 

a. Para pihak dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal II, 

menurut hukum yang berlaku, tidak mernpunyai kapasitas, atau 

peljanjian tersebut lidak sah menurut hukum yang berlaku, atau tidak 

ada petunjuk bahwa perjanjlan «:sebut sah, berdasarkan hukum Negara 

dimana keputusan tersebut dibuat; 

b. Pihak yang diminta untuk melaksanaksn keputusan tidak meudapat 

pemberitahuan yang wajar mengenai penunjukan para wasit atau 

dalam proses arbitrase ia tidak dapat menyampalkan kasusnya; 

c. Putusan berkenaan dengan beJ yang berbeda atau tidak sesuai deugan 

hal-hal yang diajukan kepada wasit, atau putusan megandung haJ.beJ 

diluar ruang lingkup pengajuan arbitrase. Jika keputusan alas hal-hal 

yang diajukan kepad arbitrase dapat dipisahkan dari hal-beJ yang tidak 

diajukan, bagian dari putusan yang mcngandung keputusan .alas .hal-hal 

yang diajukan peda arbitrase dapat diakui dan dilaksanukan; 

1» Convention an the Recognition and Enforcemeut of Foreign Arbitral Award, Pasal V 
Ayot (1). 
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d. Komposisi dari kekuasaan arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai 

dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. atau, persetujuan 

seperti itu gagal, jika tidak sesuai dengan hukum Negara di tempat 

arbitrase berl:mgsung; dan 

e. Putusan belum mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak, 

atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh badan yang 

berwenang dati Negara atau berdasarkan hukum Neg;tra, dimana 

putusan itu dibuat. 

Konvensi New York 1958 memberikan pengaturan tala cara 

penolakan pengskuan dan pelaksanaan berdasarkan adanya temuan alasan· 

alasan diatas sebagai berikut 

a. Pennohonan dari pihak termohon eksekusi. 

Tata earn penolakan harus didahului dengan permohonan dari pihak 

eksekusi. Tanpa adanya permohonan penolakan, the competent authorily 

tidak memiliki kewenangan untuk melak:ukan penolakan pengaknan dan 

pelaksanaan putusan arbitrase intemasionai; 

b. Permohonan penolakan ditujukan k.epada the competent autherily. 

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa, pada prinsipnya yang berwenang untuk menangani masalah 

pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase intemasional adalah 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Narnun demikian, apabila Negara 

Republik Indonesia menjadi salah satu pihak dalarn sengketa, make pihak 

yang berwenang adalah Mahksmah Agung. 

c. Permohonan dilengkspi bukti adanya pelanggaran ketentuan Pasal V Ayat 

(1) Konvensi New York 195&. 

Sebagaimana dalam persidangan perkara perdata pada umumnya, 

dalam pemeriksaan permohonan penolakan pengakuan dan pelaksauaan 

putusan arbitrase intemasiooal, Pengadiian Negerl Jakarta Pusat atau 

Mahkamah Agung akan mempertimbangan bukti-bukti pemohon rerksit 

dalil-dalilnya dalam permohonan. Tata cara pembuktian tunduk pada 
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ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, Hukum acara perdata 

menganut system pembuktian positif) artinya: 140 

(I).Sistem pembuktian yang menyandarkan diri peda alat bukti saja, yakni 

alat-alat bukti yang telab ditentukan oleh undang-undang; 

(2).Suatu gugatan dikabulkan banya berdasar pada alat-alat bukti yang 

sah. Alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang adalah panting. 

Keyakinan hakim sama sekali dlabaikan 

(3). Pad a pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara 

pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan 

undang-undang, maka gugatan harus dikabulkan; 

(4).Hakim laksana robot yang menjakaukan undang-undang. Nrunun 

demikian ade kebaikan dalarn system pembuktian ini, yakni hakim 

akan harusaha membuktikan dalil-dalil dalam gugatan atau dalam 

jawaban atau gugatan tanpa dipengaruhi oleb nuraninya, sehingga 

benar-benar obyektif, yaitu menurut cw:a-cara dan alat bukti yang 

ditentukan oleb undang-undang; 

(5).Dalarn sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal 

Macam-macarn alat bukti yang ditentukan dalarn Pasal 164 HlRf 

Pasal 284 Rbg/ Pasal !866 BW yang menjadi pedoman pemeriksaan 

perkara perdata adalah: 

(I). Alat bukti sural; 

(2). Alat bukti saksi; 

(3). Alat bukti persangkaan 

( 4). Ala! bukti pengukuan 

(5). Alat bukti sumpah 

Terkait dengan permohonan penolakan pengakuan dan pelaksanaan 

putusan arbitrase intemasional, apabila pemohon tidak marnpu 

meughadirkan bukti-bukti yang membuktikan dalil-dalilnya egenai adanya 

14
1! Har"L Sasangk:a, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perd(Jta, Cet. I, {Baodung: 

Mandar Maju, 2005). him. 25. 
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pelanggaran Pasal V Ayat (!) Konvensi New York 1958, maka pengadilan 

akan menolak pennohonan. 

d. Kasasi atas penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase 

intemasional 

Alas keputusan penolakan putusan arbitrase intemasional oleh 

pengadilan negeti Jakarta pusat, pihak pemohon eksekusi dapat 

mengajukan Kasasi pada Mahkarnah Agung. 

Mahkarnah Agung wajib memberikan putuaan dalarn jangka waktu paling 

lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak pennohonan kasasi diterima 

Mahkarnab Agung. 

3.4~Pembatalan pntusan arbitrase menurut undang~undang arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa 

3.4.1. Alasan-alasan pembatalan putusan arbilrase 

Undang-Undang Arbitrase Dan Altematif Penyele.saian Sengketa 

membuka peluang bagi pihak yang dikalabkan untuk menempuh upaya 

hukum berupa pennohonan pembatalan putusan arbilrase. 

Dasar alasan untuk melakukan pennohonan pembatalan putusan 

arbitrase diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa. Ditentukan dalam pasal terse but babwa 

terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pannohonan 

pembatalan apabHa putusan tersebut diduga mengandung unsur~unsur 

sebagai berikut : 1<1 

a. surat atau dokumen yang diajukan dalarn pemeriksaan, setelab putusan 

dijatubken, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

b. setelah putusan diatubil ditemuknn dokumen yang bersifat 

menentukan, yang disembunyikan olen pihak lawan;atau 

c. putusan diatubil dari basil tipu muslihat yang dilakukan oleh salab satu 

pihak dalarn pemeriksaan sengketa. 

1 ~ 1 lndo11esia, Undang-Undang Arbilrose, UU No. 39 tahun 1999. LN No, 138 lahun 
1999, TLN No. 3&72, ps. 10. 
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Apakah para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan 

putusan arbitrase dengan menggunakan alasan#alasan diluar ketentuan 

pasal 70 Undang-undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa? 

Atau dalam kata lain, apakah pembatalan putusan arbitrase hanya 

dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-undang Arbitrase 

dan AltematifPenyelesaian Sengketa? 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa, pengaturan mengenai arbitrase diatur dalam 

Reg/ement op de Rechtsvorerdering ( disingkat Rv). Berbeda dengan 

Undang-Undang Arbitrase, Rv rnengatur alasan-asalan pembatalan diatur 

secara jelas dan dalam satu pesai. 

Pasal 643 Rv Ielah merinci secara limitatif alasan-alasan yang 

dapat dijadikan dasar mengajnkan pennohonan pembatalan putusan 

arbitrase. Keluar dari alasan tersebut, permohonan pembatalan dianggap 

tidak mempunyai dasar hnkum. l42 

Alasan-alasan dalam Pasal 643 Rv yang d•pat dijadikan dasar 

pembatalan putusan arbitrase adalah sebagal berikut: 

I. Apabila putusan melarnpaui batas-batas persenuuan. 

2. Putusan berdasar: 

L persetujuan yang batal, atau 

ii. telah lewat waktunya. 

3. Apabila putusan diambil oleh: 

i. anggota arbiter yang tidak berwenang, atau 

ii. lidak dihadiri anggota arbiter yang lain. Misalnya putusan diambil 

oleh arbiter minoritas. 

4. Apabila putusan: 

i. te!ah mengabulkan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut, atau. 

ii. telah mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau "ultra 

petitum partium" atau «uitra virus" 

5, Apabila putusan mengandung: 

1"! M. Yaitya Harahap, Arbiirase. Op Cit., him. 217. 
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1. Saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang 

lain, atau 

ii. Saling petentangan antara pertimbangan dengan dictum putusan 

6. Apabila mahkamah melalaikan untuk memutus tentang suatu atau 

beberapa bagian dari persetujuan, padahal itu telah diajukan untuk 

diputus 

7. Apabila mahkamah melanggar taut cara beracara menurut hukum yang 

diancam dengan batalnya putusan. Pelanggaran demikian tennasuk tata 

cara yang diatur dalam hukum acara. 

&. Apabila putusan didasarkan atas: 

i. surat-surat yang palsu, dan 

n. kepalsuan itu diakui atau dinyatakan palsu sesudah putusau 

dijatuhkan. 

9. Apabila setelah putusan dijatuhkan: 

i. ditemukan surat-surat yang meneutukan, dan 

n. selama proses pemerlksaan disembunyikan para pihak. 

l 0. Apabila putusan didasarkan atas: 

1. kekurangan, atau 

ii. itikad buruk, dan 

m. hal itu baru diketabui setelah putusan dijatuhkan. 

Dasar alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang

Undang Arbitrase tarnpaknya hanya mengakomodasi 3 (tiga) dasar alasan 

sebagaimana diatur dalam Rv. Sedangkao 7 (tujuh) alasan lainnya tidak 

diakomodir. 

Cukup jelas, alasan-alasan dalam Pasal 643 Rv tidak lagi dapat 

digunakan untuk meugajukan permohonan pembatalan putusan arbirase 

pada saat ini. Ditentukan dalam Ketentuan Peuutup Undang-Undang 

Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa bahwa Pasal 615 sarnpai 

dengan Pasal651 Rv dinyatakan tidak berlaku. "" 

143 Indonesia, Undong-Undang Arbiirase, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 
1999, TLN No. 3812, ps. 81. 
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Dasar hukum bagi penggunaan alasan~alasan lain diluar ketentuan 

Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase dan 

Al!ernatifPenyelesaian Sengketa yang menyatakan babwa 

"Bab VII mengatur tentang pambatalan putusan arbitrnse. Hal ini 
dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain : 
a. sural atau dokumen yang diajukan dalarn pameriksaan, setelab 

putusan dijatuhkan diakuipalsu atau dinyatakan palsu; 
b. setelab putusan diarnbil ditemukan dokurnen yang bersifat 

menentukan yang seugaja disembl.Wyikan pihak lawan; atau 
c. putusan diambil dari basil lipu muslihat yang dilakukan oleh 

salab satu pibak dalam pemeriksaan sengketa" 

Peng&1.Waan kalimat " ... Hal ini dimungkinkan karena beberapa 

hal, antara lain ... " menunjukkan babwa alasan-alasan permohonan 

pembatalan putusan arbitrase sebagaimana disebutkan di dalarn Pasal 70 

bukan merupakan "satu-satunya" alasan untuk membatalkan sualu putusan 

arbitrase menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Ada alasan-alasan lain yang dapat digunakan untuk 

membatalkan suatu putusan arbitrase. 

'Senada' dengan pendapat diatas, Tony Budidjaja mengatakan 

Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

tidak tidak dimaksudkan untuk membatasi alasan-alasan yang dapat 

digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa dan mengabulkan, ataupun 

menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Ketentuan 

Pasal 70 Undang-Undang Arbit.rase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

tiUak menyebutkan, misalnya,. bahwa '(suatu putusan arbitrase hanya dapat 

dibatalkan oleh pengadilan apabila ..... ". Dengan demikian dengan lidak 

adanya larangan penggunaan ketentuan lain diluar Pasal 70 Undang

Undang Arbitrase dan Altemalif Penyelesaian Sengketa untuk dijadikan 

dasar pennohonan pembatalan putusan arbitrase menunjukkan babwa 

penggunaan ketentuan lain diluar Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa adalab diperbolehkan, hal ini sesuai 
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dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yak.ni "tidak dilarang 

berarti boleh", bukan sebaliknya.'" 

Penggunaan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa, I.J5 menurutnya, dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proses arbilnlse, yaog 

mempunyai "dugaao" bahwa putusan arbitrase yaog dijatuhkan 

terhadapnya mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau 

penyembunyian faktal dokumen.'•• 

Dalarn keterangarmya sehagai saksi ahli dalam sidang permohonan 

pembatalan putusan arbitrase, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M.,Phd. 

memberikan pendapat yang menguatkan pandangan pihak yang 

berpendapat dasar permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak 

!imitatif berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Arbilnlse dan AJternatif 

Penyelesaian Sengketa.l47 Dikatakarmya bahwa keterlamhatan memutus 

perkara juga dapat dijadikan dasar pemhatalan. Lebih jauh dikatakan oleh 

Guru Besar Fakultas hukum Universitas Indonesia tersebut, apahila dalam 

waktu 180 hari sejak majelis aroiter dibentuk perkara belum diputus, maka 

putusan arbitrase tersebut eaeat hukum dan harus dibatalkao. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 48 Undang-Undang Arbitrase dan AJtematif Penyelesaian 

Sengketa. Selain itu, dalam kesimpulan Indo-Pacific, Hikmahanto 

mernandang ketiadaan perjanjian arbitrase sebagai dasar majelis 

memeriksa perkara, dapat menjadi dasar pembatalan.'"" 

Selanjutnya, kewenangan dari segi prosedur pengambilan putusan 

arbitrase~ antara lain, proses pemilihan arbiter hingga pemberJakuan 

144 Tony Budidjaja, PemboJalan PuJusan Arbitrase di indonesia, 
http://www.hukumQnline.com/delaiLasp'?id=l3217&c.I--Kolom, diakses pada 6 Mei 2009. 

145 Indonesia, Undang-Undang Arbirrase, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 
1999, TLN No. 3872, Pasal. 70 

146 Tony Budidjaja, Pembaralan Pulusan Arhilrase di lndcmesia,Op CiJ, 
147 Indonesia. Undang-Undang Arhllrase, UU No. 39 tahun 1999. LN No. 138 tahun 

1999, TLN No. 3872, !'asal. 70. 
148 Mustahil Membatalkan Putusan Arbitrase?, 

htto://www.hukumonline . .com/detaitaw'l..id""t7601&cl--Beritn, diakses pada S juni 2009. 
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hukum yang dipi!ih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa, lazim 

digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.l49 

3.4.2. Prosedur pembatalan putusan arbitrase 

Prosedur pembstalan putusan arbitrase diatur dalam BAB V!I 

Pembatalan Putusan Arbitrase, Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 berikut 

ponjelasau Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. 

Apabila setelah majelis arbitrase menjatuhkan putusannya, dan saiah 

satu pihak menilai telah ada alasan-alasan yang dapat dilakukan 

pembatalan, maka salah satu pihak tersebut dapat meng'\inkan 

pennohonan pembatalan putusan arbitrase. 

a. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Pembata.lan 

Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

mensyaratkan pennohonan pembatalan putusan arbitrase yang memenuhi 

syarat formal apebila diajnkan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh} hari 

setelah putusan didaftarkan di kepanileraan pengadilan. Pengajuan 

permohonan yang melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari akan 

dinyatakan tidal< dapat diterima. 

b. Batas Waktu pemberian putusan pennohonan pembatalan 

Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

memberikan batasau waktu bsgi Ketua Pengadilan Negeri untuk 

memberikan putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase. 

Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 72 Ayat (3) bahwa putusan terhadap 

permohonan pembatalan diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh} 

hari sejak permohonan diterima. 

Adanya pernbatasan tampaknya dimaksudkan agar apabila terjadi 

upaya pennohonan pembatalan putusan arbitrase) pemeriksaan atas 

u? Hikrnahanto Juwana, Pembatalan Putus:an Arbilrase lntemasional oleh Pengadilan 
Nasional, Op Cit., him. 68. 
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permohonan ini lidak meneg:asikan tujuan arbitrase, yakni untuk 

menyelesaikan sengketa secara cepat. 

c. Permohonan Pembata1an Diajukan Secara Tertulis 

Pennohonan pembatalan putusan arbitrase w•jib diajukan secara 

tertulis. Penegasan kewajiban bagi pemohon untuk mengajukan 

penn9honannya secara tertulis dinyatakan dalam PllSal 71 Undang-Undang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, rasio 

pentingnya pennohonan dilakukan secara tertulis karena dari pennohonan 

tersebut pemohon dapet menujukkan dasar alasau-alasan yang rnendasari 

pennohonannya secara jelas dan rinci, tidal< rnungkin apebila pengadilan 

melakukan pemeriksaan permohonan yang tidal< dilakukan secara tertulis, 

hal tersebut jelas sang at menyulitkan. Lebih lagi, sudah semestinya apabila 

pihak yang berkepentingan atas putusan arbitrase atau salah satu pihak 

yang merasa dimgikan dengan adanya putusan arbitrase menunjukkan dan 

memberikan alasan serta memberikan penjelasan terkait putusan arbitrase 

yang hendak dimohoukan untuk dibatalkan. 

d. Permohon<a1 Pembatalan Diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri 

Permohonan pemba!alan putusan arbitrase harus ditujukan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang berwenang untuk 

memeriksa permohonan pemba!alan pulusan arbitrase adalah pengadilan 

negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terrnohon arbitrase. 

Jadi, bukan pengadiian negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

tinggal termohon dalarn perkara permohonan pemba!alan putusan 

arbitrase. 

e. Kewenangan Ketua Pengadilan Negerl Dalam Memutus Penno}J.onan _ 

Pembatalan 

Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa 

tuntutan pembatalan dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau 

sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan. 
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Ketua Pengadiian Negeri dapat memutuskan bahwa setelah 

diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan rnemeriksa 

kembali sengketa berSangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa 

tidak mungkin dise!esaikan lagi melalui arbitrase. 

f. Pemeriksaan Permohonan Dilakukan Menurut Tata Cara Gugatan 

Contentiosa 

lstilah permoltonan atau gugatan voluntair dahulu terdapat dalam 

ketentuan penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970, yakni penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan

badan peradilan mongandung pengertian di dalamnya penyelesaian 

masalah yang bersangkutan dengan yurisdikai voluntair. Berdasarkan 

permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapau, bukan putusan. 

Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata 

yang diajukan dalarn bentuk permohonan yang ditandatangard pemohon 

atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadi!an Negeri.l50 

Sedangkan chi khas permohonan: 151 

1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata; 

2) Permasalahan yang dimobon penyesuaian kepada Ketua Pengadilan 

Negeri, peda prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. 

3) Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, 

tetapi bersifat ex-parte. 

Dari ciri khas tersebut diatas~ dapat dipahami permohonan 

ditujukan untuk menyelesaikan murni kepentingan pemohcn saja, dan 

sarna-sekali tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. 

Dalarn upaya hukum berbentuk permohonan, tidak dibenarkan 

mengajukan permohonan mengenai penyelesaian sengketa hak atau 

pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain 

rnaupun pihak ketiga. 

150 Pedomon Peioft.sanaon Tugos don Adminlslrasi Peng11dilan, Buku 11, Mahkamall 
Agung Rcftublik Indonesia: Jakarta, Aprill994, him. llO. angka 5 huruf(a), 

1 1 Yahya Harahap, Hukum Acara Pf#'data GugaJCir;, Persidangan, Penyilaan dan 
Purw:an Pengadilan, Cet Kedua, (Jakarta; SinarGrafika, 2005), blm. 29. 
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Sehubungan dengan uraian dia~ petitum atau tuntutan 

permohonan tidak boleh melanggar atau rnelampaui hak orang lain. Harus 

benar-benar mumi merupakan pennintaan penyelesaian kepentingan 

pemohon. dengan acuan sebagai berikut: 152 

(1 ). lsi petitum merpakan permintaan yang deklaratif atau pemyataan 

(2). Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai 

pemohon 

(3). Tidak boleh memuat petitum yang bersifat condemnatoir 

(mengandung hukum) 

( 4). Petitum permohonan, harus dirinci satu per satu tenhmg bal-bal ang 

dikebondaki untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya 

(5). Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono. Seperti 

yang dikatakan diatas, petitum permohonan harus dirinci, jadi bersifat 

enumeratif. Oleh karena itu tidak dibenarkan petitum yang berbentuk 

mohon keadilan sa.ja. 

Dengan demikian maka, permohonan pembatalan putusan arbitrase 

yang diajukan kepada Ketua Pengadihm Negeri tidak dapat diperiksa 

berdasrui<an lata cara permohonan pada umumnya. Hal ini didasarkan alas 

hal-hal sebagai berikut: 

(!). Didalam permohonan pembalalan, masalah yang diajukan kepada 

Ketua Pengadi!an Negeri bukanlah masalah yang bersifat kepentingan 

sepihak saja, tetapi juga bersentuhan dengan hak orang lain yang 

da\am hal ini adalah hak pihak lawan yang Ielah dimenangkan dalam 

arbitrase; 

(2). Pennasalahan yang dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri 

mengandung sengketa dengan pihak lain. Permohonan pembatalan 

putusan terl<ail dengan sengketa yang melibetkan pihak lain, yalmi 

pihak lawan yang Ielah dimenagkan oleh putusan arbittase dan 

majelis arbitrase sendirl yang telah memutus sengketa; 

1
j
2 Yahya Harahap, Hu/r.um Acara Perdaia Gugatmr, Persidangan, Penyilaan dan 

Putusan Pengadilan, Ibid., him. 37. 
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(3). Dalam pennohonan pemhatalan putusan arbitrase, pemohon berharap 

Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan putusan yang bersifat 

constitutief, yakni putusan yang memastikan suatu keadaan hukum> 

baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang 

menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Dengan adanya 

pennohonan pemhatalan diharapkan oleh pemohon, Ketua Pengadilan 

Negeri akan meniadakan suatu keadaan hukum sebagaimana 

dinyatakan dalam putusan arbitrase. 

g. Pembuktian Permohonan Dilakukan Menurut Tata Cara Gugatan 

Conrentiosa 

Secara umum, pemeriksaan gugatan contentiosa tennasuk 

didalarnnya tata cara pembuktian tunduk pada ketentuan hukum acara 

perdata pada umumnya. Hukum acru:a perdata menganut system 

pembuktian positif, artinya: 153 

(!). Sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, 

yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang; 

(2). Suatu gugatan dikabulkan hanya berdasar pada alat-alat bukti yang 

sah. Alat bukti yang ditentukan oleh !IDdang-undang adalah penting. 

Keyakinan hakim sama sekali diabaikan 

(3). Pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara 

pembuktian dengan alat bukti yang sah yakni sesuai dengan ketentuan 

undang-undang, maka gugatan hams dikabulkan; 

(4). Hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun 

demildan ada kebaikan dalam system pembuktian ini, yakni hakim 

akan berusaha membuktikan dalil-dalil dalarn gugatan atau dalam 

jawahan atau gugatan tanpa dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga 

~nar-benar obyektif, yaitu menurut cara-cara dan ala! bukti yang 

ditentukan oleh undang-undang; 

(5). Dalarn system pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran 

formal 

1~3 Hari Sasangka, Hukum Pembuktinn Dalam Perkara Perdata, Op Cit .• him. 25. 
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Macam-macam alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 164 HIRJ 

Pasal 284 Rbgl Pasal 1866 BW yang menjadi pedoman pemeriksaan 

perkara perdata adalah: 

I) Alat bukti sur::t; 

2) Alat bukti saksi; 

3) Ala! bukti persangkaan 

4) Ala! bukti pengakuan 

5) Alat bukti sumpah 

Khusus bagi perrnohonan pembatalan putusan arbitrase dongan 

alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang 

Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, maka pembnklian tarikat dengan 

ketentuan penjelasan Pasal 70 tersebut yakni, adanya dugaan-dugaan 

berupa dokumen palsu, dokumen disembunylkan oleh pihllk lawan 

maupun adanya tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan pengadilan 

terlebib dahulu. 

Ketentuan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang ArbiiiaSe dan 

Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Apabila pengadilan 

menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tetbukti atau tidak terbukti, 

maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. 

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, alat bukti surat berupa putusan pengadilan mengenai adanya 

dugaan-dugaan berupa dokumen palsu, dokumen disembunylkan oleh 

pihak lawan maupun adanya tipu muslihat. tidak serta merta menjadikan 

hakim mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrnse. Memang, 

hakim terikat dengan putusan pengadilan yang diajukan oleh pemohon, 

namun demikian, terkait dengan permasalahan yang diajukan kepadanya, 

maka hakim juga memikul kewajiban untuk menilai sampai pada tingkat 

apa relevansi antara dugaan..C.ugaan bernpa dokumen palsu, dokumen 

disembunyikan oleh pibak lawan maupun adanya tipu muslihat 

mempengaruhi putusan arbitrase. 
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Dikatakun bahwa putusan pengadilan <fdapat" dijadikan dasar 

pertimbangan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai adanya dugaan

dugaan yang; dibuktikan dengan putusan pengadilan tersebut sangat 

berpengaruh dengan putusan arbitmse, maka Ketua Pengadi!an Negeri 

akan mendasarkan putusan pengadilan tersebut sebagai dasar untuk 

melakukan pembatalan. Jika sebaliknya, maka Ketua Pengadilan Negeri 

dengan sendirinya tidal< terikat dengan putusan pengadilan tersebut dan 

menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. 

h. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Dalam Memutus Permohonan 

Apabila dalil-dalil alasan pemohon dalam permohonan pembatalan 

putusan arbitrase cukup sebagai dasar alasan untuk dilakukannya 

pembatalan dan dalil-dalil pemohon terbukti, maka Ketua Pengadilan 

Negeri berdasarkan katentuan Pasal 72 ayat (2)Undang-Undang Arbitrase 

dan Altematif Penyelesaian Sengketa~ berwenang untuk menentuka.n 

pembatalan. sebagian atau selu.roh putusan arbitrase. Selain itu, Ketua 

Pengedilan Negeri juga berwenang untuk memutusknn apakah majelis 

arbitrase yang sarna atau yang lain yang akan memeriksa kembali perkara, 

atau mernutuskan suatu sengketa tidak mungkin dise1esaikan melalui 

arbitrase. 

Pengaturan mengenai hal-hal dapat diputus oleh Ketua Pengadilan 

Negeri berdasarkan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang 

arbitrase dan altematif penyelesaian sengketa ini dapat diartikan bahwa 

tidak semua pern1ohonan pembata1an putusan arbitrase berujung pada 

putusan penolakan alau mengabulkan pembatalan putusan arbitrase untuk 

seluruhnya. Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan atas alasan-a1asan 

permohonan pembatalan, pemeriksaan di persidangan berikut dengan 

pembuktian dapat menilai apakah putusan arbitrase yang dimohoukan 

kepadanya cukup dibatalkan untuk sebagian ataukah dibatalkan untuk 

seluruhnya. Kemudian juga menentukan berdasarkan pertimbangan yang 

didapat dari pemeriksaan persidangan untuk menentukan apakah sengketa 

antara para pihak akan diselesaikan melalui majelis arbitrase yang sama 
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atau melalui majelis arbitrase yang berbeda atau menentukan bahwa 

scngketa para pihak tidak dapat diselesaikan mela1ui arbitrase. 

L Banding Atas Putusan Pennohonan Pembatatan Putusan Arbitrase 

Para pihak yang tidak puas dengan pulusan ketua pengadilan negeri 

mengenai permohonan pernabatalan putusan arbitrase dapat mengajukan 

banding agar perkara permohonan tersebut diperiksa ulang di Mahkamah 

Agung. Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

memberikan kewajiban bagi Mahkarnah Agung untak mempertimbangkan 

serta memutus permohonan bending dalarn waktu selarnbat-lambatnya 30 

(tiga puluh) beri sejak permohonan banding diterima oleh Mahkamah 

Agung. Pasal 72 Ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyelesaian Sengketa menentaka bahwa Mahkarnah Agung akan 

memutus permohonan banding daknn tingkat pertarna dan terakhir. Hal ini 

berarti terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai banding alas 

putusan permohonan pembatabm putusan arbitrase lidak dapat diajukan 

upaya hukun'l apapun. 
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BAB4 
UPA YA PEMBA T ALAN PUTUSAN ARB!TRASE OALAM PRAKTEK 

4.1.Perkara Antara PT. Comarindo Exprcs Tama Tour & Travel 

Melawan Yemen Airways 

4. 1.1. Duduk Perkara 

Perkara Pem1obonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diperiksa 

hingga tingkat banding oleh Mahkamah Agung ini melibatkan PT. 

Comarindo Expres Tarna Tour & Travel, berkedudukan di Jalan Dinoyo 

Nomor 57, Sura.baya di satu pihak melawan Yemen Airways, 

berkedudukan di AI Hasabaj Airport Road, Sana'a, Repubiik Yaman, dan 

kantor perwakilan dl Gedung Wirausaha lantai 7, Jalan H.R. Rasuna Said 

Kavling C-5, Jakarta Selatan. 

Pada mulanya kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian 

kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian Appointment of General 

Sales Sales Agent (Passanger) tanggal 29 Oktober 2001 dan perjanjian 

Appointment of General Sales Sales Agenl (Cargo) tanggal 5 November 

2002, yang mana keduanya mencantumkan klausul arbitrase. 

Selanjutnya dikarenakan adanya sengketa diantara mereka 

mengenal pelaksanaan perjanjian tersebut, PT. Cornarindo Expres Tama 

Tour & Travel rnembawa sengketa tersebut untuk diperiksa dan diputus 

oleh Badan Arbitrase Nasionai Indonesia (selanjutnya disingkat 

"BAN!")Perwakilan Surahaya. Pada tanggal 19 Agustus 2004, BANI 

Perwakilan Surabaya mengeluarkan Putusan No. 15/ ARB/BANI 

JATIM/1!12004, yang pada pokoknya mengabulkan seluruh permohonan 

PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel selaku Pemohon Arbitrase. 

Selaku Termohon Arbitrase yakni Yemen Airways sebagai pibak 

yang dikalahkan dalam putusan arbitrase melakukah upaya hukum 

permohonan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan. 
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Pada pokoknya tcrdapat dua dasar yang dikemukaka.n Yemen 

Airways selaku pemohon pembatalan pulusan arbitrase di hadapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Se!atan, yang pcrtama bahwa BANl Perwakilan 

Surabaya tidak merniliki yurisdiksi, kewenangan serta kompetensi untuk 

memeriksa serta memulus perkara atas sengketa yang terjadi. karena 

dalam perjanjian antara Yemen Airways dengan PT. Comarlndo Expres 

Tama Tour & Travel yang dituangkan dalam peljanjian Appointment of 

General Sales Sales Agent (Passanger) tanggal 29 Oktober 200! dan 

perjanjian Appointment of General Sales Sales Agent (Cargo) tanggal S 

November 2002 tidak terdapat klausula yang secara tegas memberikan 

kewenangan kepada BANI Perwakilan Surabaya. Dasar kedua yang 

dikemukakan oleh Yemen Airways adalah bahwa putusan BANI 

Perwakilan Sumbaya diambil dari basil tipu muslihat yang dilakukan oleh 

sa1ah satu plhak dalam pemeriksaan sengketa, yakni rneskipun. Yemen 

Airways telah mengirimka.n surat-surat perihal penolakannya atas 

penggunaan BANI Perwakilan Surabaya untuk memeriksa dan memutus 

sengketa, namun BANI Perwakilan Surabaya tetap melakukan 

pemeriksaan dan mcmutus pcrkara tcrsebut 

Atas pennohonan pembatalan putusan arbitrase oleh Yemen 

Airways terscbutt Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 

Januari 2005 menjatuhkan putusan No. 254/Pdt.P/2004/PN.JKT.SEL, 

menyatakan mengabulkan permohonan Yemen Airways, membata1kan 

putusan arbitrase No. 15/ARB/BANI JATIM/Il/2004 tanggal 19 Agustus 

2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan Surabaya. 

Selanjutnya, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selanm yang 

membatalkan putusan arbitrase No. 15/ARBIBAN! JATIM/II/2004 

tanggal 19 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh BANI Perwakilan 

Surabaya. PT. Comarinrlo Expres Tama Tour & Travel mengajukan 

banding ke Mahkamuh Agung. 

Di tingkat banding~ PT. Cornarindo Expres Tama Tour &. Travel 

menyatakan keberatan-keberatannya yang pada pokoknya antara lain, 

pertama bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk 
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memeriksa perkara pcrmohonan pembatalan putusan arbitrase BANI 

Perwakilan Surabaya No. 15/ARB/BANI JATIM/1112004 tanggal 19 

Agustus 2004, kedua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan keliru dalam 

penerapan hukumnya. salah menafsirkan klausula arbitrase dalam 

perjanjian Appo;mment of General Sales Sales Agent (Passanger) tanggal 

29 Oktober 2001 dan perjanjian Appointment of General Sales Sales 

Agent (Cargo) tanggal 5 November 2002, salah dalam penerapan 

ketentuan pasal 70 Undang,Undang Arbitrase dan Alternatif Penye1esaian 

Sengketa yang mewajibak:an pemohon pembatalan putusan arbitrase untuk 

memberikan bukti-bukti adanya tipu muslihat dengan putusan pengadihm. 

Mabkamab Agung pada !anggal 17 Mei 2006 menjatuhkan 

putusannya, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Se1atan No. 

254/Pdt.P/2004/PNJKT.SEL, mengabulkan permohonan Yemen Airways, 

membatalkan pu!usan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya No. 

15/ARB/BANI JATIM/1112004 tanggal19 Agustus 2004. 

Mahkamah agung dalam putusannya memberikan pertimbanganw 

pertimbangan hukum terkait keberatan-keberatan yang disampalkan PT. 

Comarindo Expres Tama Tour & Travel. Mabkamah Agung menyatakan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa perkara 

permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI Perwakilan Surabaya No. 

15/ARBIBAN1 JATIM/11/2004. Dinyatakan pula bahwa majelis hakim 

pengadilan negeri Jakarta selatan tidak salah menerapkan hukum, karena 

dari rumusan kiausula arbitrase yang terdapat dalam kedua perjanjian 

antara Yemen Airways dan PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel 

terlihat jelas babwa penyeleaian sengketa yang timbul dari perjanjian

peijanjian itu harus diselesaikan menurut hukum Republik Yaman, dan 

karenanya BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk 

menyelesaik;an sengketa dari perjanjian tersebut. 

4.1.2. Analisa 

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya 1,1enyatakan 

amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang lengkap, 
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kcmudian memberikan perlimbangan hukum sendiri dengan mengulip 

Penjelasnn Unmm Undang-Undang Arbitrasc dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa yang menyatakan bahwa: Bab VII mengatur tentang pembatalan 

putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal. antara lain : 

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemriksaan, setelah putusan 

dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan paJsu; 

b. setelah putusan diambil dltemukao dokumen yang bersifat menentukan 

yang sengaja disernbunyikan pihak lawan; atau 

c. putusan diambil dari basil tipu mustihat yang dllakukan oleh salah satu 

pihak dalam pemeriksaan sengketa. 

Dinyatakan oleh majelis hakim M.bk"mah Agung bahwa kata 

"'antara11 lain tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan 

pennohonan pembatalan putusan acbitrase atas alasan diluar yang tertera 

dalrun Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa, seperti balnya dengan alasan kompetens.i absolut yang 

dikemukakan oleh Pemohon. 

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas. jelas sekali 

Mahkamah Agung juga berpendirian bahwa dasar permohonan pembatalan 

arbitrase tidak terbatas pada ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 

dan AltematirPenyelesaian Sengketa. Dimungkinkan bagi para pihak yang 

dikalahkan dalam putusan arbltrase menggunakan ketentuan-ketentuan 

lain untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. 

Ketentuan-ketentuan diluar pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa manakah yang dapat digunakan sebagai 

dasar pembatalan putusan arbitrase? 

Telah diuraikan diatas bahwa para Sarjana Hukum dan Mahkamah 

Agung telah sependapat bahwa dasar permohonan pembatalan putusan 

arbitrase tidak terbatas pada ketentuan pasal 70 Undang-Undang Arbitrase 

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penulis berpendapat bahwa apabila 

terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam 

Undang-Undang Arbitrase dan Allernatif Penyelesaian Sengketa yang 
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memiliki sifat mandatoryltidak dapat disimpangi, maka para pihak dapat 

mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. 

Dalam putusan Mahkamah Agung No.03/ Arb.Bll/2005, majelis 

hakim dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa alasan 

kompetensi absolut dapat dijadikan salah satu alasan untuk mengajukan 

permohonan pembatalan putusan arbitrase. Sayang sekali Mahkarnah 

Agung dalam pendapatnya tersebut tidak langsung menunj uk ketentuan 

yang mana dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa yang dilanggar sehingga dapat dimohonkan untuk dibatalkan. 

Namun demikian, apabila kita cermati, maka alasan kompetensi absolut 

sebagaimana didalilkan diatas dapat dikonstruksikan dari ketentuan Pasal 

4 Ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa. Menurul Pasal 4 Ayat (I) Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa, dalam hal para pihak telah menyetujui 

bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan 

para pihak telah memberikan wewenang, malca arbiter berwenang 

menentuk.an dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak 

jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka. Dalam konteks ini perjanjian 

yang dilakukan oleh Yemen Airntays dan PT. Comarindo Expres Tama 

Tour & Travel dalam perjanjian sama sekali tidak menggunakan kalimat 

atau kata-kata yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk pemberian wewenang 

atau penunjukan BANI Perwakilan Surabaya untuk menyelesaikan 

sengketa. Dengan demikian, BANI Perwakilan Surabaya tidak memiliki 

kompetensi absolutlkewenangan untuk menyelesaikan sengketa. 

4.2.Perkara Antara PT. Persada Sembada Melawan PT. Petronas Niaga 

4.2.1. Duduk Perkara 

Perkara pennohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa 

hingga tingkat banding di Mahkamah Agung ini melibatkan PT. Persada 

Sembada melawan PT. Petronas Niaga Indonesia. 

PT. Persada Sembada adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan 

yang terletak di 11. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, seluas kurang lebih 

Universitas Indonesia 

Upaya Hukum..., Akhmad Henry Setyawan, FH UI, 2009



7J 

5.780 m2 sebagaimana tercatat dalam buku tanah Hak Guna Bangunan 

Nomor 440 atas nama PT. Persada Sembada.. Perusahann berbadan hukum 

perseroan ini beralamat di Jl. Kramat Raya No.l04, RT.002, RW.009, 

Kelurahan Kwitang_, Kecamatan Senen Jakarta Pusat. 

PT. Petronas Niaga Indonesia beralamat di Menara Rajawali, Lt.24, 

Jl. Mega Kuningan Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 

adalah perusahaan pen<Anaman modal asing yang melakukan kegiatan 

pengusahaan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum ( disingkat 

SPBU). 

Sengketa antara PT. Persada Sembada melawan PT. Petronas Niaga 

Indonesia bermula dari adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nom or I, 

tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Suzy Anggralni, SH., 

Notaris di Jakarta, dimana PT. Petronas Niaga selaku pembeli akan 

membeli tanah dan bangunan milik PT. Persada Sembeda yang terletak di 

Jl. Kramat Raya No.S7, Jakarta Pusat, seluas kurang lebih 5.780 m2 

sebagaimana tercatat dalam buku tanah Hak Guna Bangunan Nornor 440 

atas nama PT. Persada Sembada. 

Dikarenakan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perJanJtan 

tersebut diatas, pad a tang gal 09 Oktober 2007, PT. Petronas Niaga 

Indonesia mengajukan perm:ohonan arbitrase pada Badan Arbitrase 

Nasionallndonesia (disingkat BANI), beralamat di Wahana Graba Lt.2, Jl. 

Mampang Prapatan No.2~ Jakarta. sebagaimana tercatat dalam perkara 

arbitrase nomor 266/X/ARB-BANI/2007 tanggal 09 Oktober 2007. Pada 

j)Qkoknya dalarn j)Qmtohonan arbitrase dikatakan behwa PT. Persada 

Sembada telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Nomor I, tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Suzy 

Anggrainl~ SH .• Notaris di Jakarta. dimana PT. Persada Sembada tidak 

melaksanakan pengurusan seluruh perijinan yang disyaratkan . dalam 

perjanjlan. serta menjuat tanah yang ditransaksikan kepada pihak ketiga, 

Komisi Yudisial pada saat perjanjian masih berlangsung. 

Atas permohonan arbitrase yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga 

Indonesia selaku pemohon arbitrase, pada tanggal 27 Mei 2008 Majelis 
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Arbitrasc BANI menjatuhkan putusan dan membacakannya. Pada 

pokoknya putusan BANI menyatakan PT. Persada Sembada selaku 

termohon arbitrase telah melakukan wanprestasi tcrhadap Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Nomor I, tanggal l2 Oktober 2006, yang dibuat 

dihadapan Suzy Anggraini, SH., Notaris di Jakarta, dan PT. Persada 

Sembada dihukum untuk mengembalikan seiuruh pembayaran sebesar Rp. 

24.456.200.000,- (dua pulu.\1 empat milyar empat ratus lima puluh enam 

juta dua ratus ribu rupah) dan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) 

pertahun yang dihitung sejak tanggal 9 juli 2007 sampai dengan 

dilaksanakannya putusan arbitrase kepada PT. Petronas Niaga Indonesia. 

Sehmjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Juni 200& Sekretaris Majelis 

Sidang BANI a quo telah menyerahkan dan mendaftarkan putusan 

Arbitrase Nomor : 266/ ARB-BANI/2007 tang gal 27 Mei 2008 di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat~ sebagaimana tercatat. dalam 

Akta Pendaftaran Nom or : 03/W AS IT /2008/PN .Jkt.Pst. 

PT. Persada Sembada selaku pihak yang kalah dalam perkara ini 

kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase pada 

Pengadllan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juli 2008 sehagaimana 

dicatat dalam register pe1kara nomor 01/P/Pembatalan 

Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst. 

Permohonan pembataJan putusan nrbitrase yang dilakukan oleh PT. 

Persada Sembada pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan yang 

diatur dalam Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Pemohon mendalilkan bahwa putusan majelis 

arbitmse BANI dalam perkara Nomor : 266/ARB-BANI/2007 tersebut 

didasarkan dari hasil tipu muslihat yang dilakukan PT. Petronas Niaga 

Indonesia 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan dala:(tl perkara 

nomor 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst. pada tanggal 22 

Agustus 2008 yang amarnya selengkapnya berbunyi: 

Dalam Eksepsi 
Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya; 
Dalam Pokok Perkara 
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Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; 
Membebankan pemohon untuk mcmbayar biaya pcrmohonan 
ini yang hingga saat ni diperhitungkan sebesar Rp.309.000,
(tiga ratus SembHan ribu rupiah) 

Dikatakan dalam putusan Mahakamah Agung 

No.855K/Pdt.Sus/2008 bahwa pemohon pembatalan putusan arbilrase 

yakni PT. Persada Sembada mengajukan kasasi pada tanggal 04 

September 2008, dan rnenyerahkan memori kasasinya 9i Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Ok!ober 2008; 

Dalam memori kasasinya. PT. Persada Sembada menguraikan 

keberatan~keberatan atas putusan pengadilan negeri Jakarta pusat dalam 

perkara nomor 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.Pst., diantaranya 

sebagai berikut: 

a. PT. Persada Sembada keberatan terhadap penerapan hukum acara atau 

prosedur acara pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, 

khususnya mengenai penambahan pihak termohon yang dalam hal ini 

adalah PT. Petronas Niaga Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat. Sebelumnya di tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, PT. Persada Sernbada telah mengajukan keberatan perihal 

penarnbahan pihak ini, namun demikian keberatan tersebut dito!ok oleh 

majelis hakhn. Sebagai catatan, Permohonan pembatalan putusan 

arbitrase oleh PT. Persada Sembada yang ditujukan kepada Ketua 

Pengadi1an Negeri Jakarta Pusat tidak menarik PT. Petronas Niaga 

Indonesia, 

b. PT. Persada Sembada juga keberatan dengan penerapan ketentuan 

Pasat 70 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyele.saian 

Sengketa. PT. Persada Sembada selaku pemohon kasasi berpendapat 

pendapat majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat yang 

pertimbangannya antara lain menyatakan 

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian~uraian 
pertimbangan lersebut diatas dan dengan pula 
memperhalikan .. , dan dilain pihak bahwa Majelis Hakim 
juga tidak manemukan adanya suatu putusan Pengadilan 
yang dapal dijadikan sebagai dasar unJuk menyatakan 
bahwa putusan arbitrase lersebtJ.I diambil dari hasil tipu 
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musfihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 
pemerikman sengkera sebagaimana dimaksud do/am 
Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 
tantang Arbitrase yang menje/askan bahwa "Permohonan 
Pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan 
arbitrase yang sudah didaftarkan di Pengadilan, Alasan
alasan : Permohonan pembatalan yang disebut dalam 
paso/ ini horus dibutikan dengan putusan Pengadilan. 
Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan 
tersebut terbukti atau tidak terbukJi maka putusan 
pengadilan 1m dapal digunakan sebagai dasar 
pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau 
menolak permohonannya" ". 

Dikatakan oleh pemohon kasasi bahwa ketentuan penjelasan pasal 70 

Undang-Undang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa tidak 

mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai syarat mutlak untuk 

membuktikan permohonan pembanding, namun jauh lebih penting adalah 

pembanding dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya berdasarkan 

saksi-saksi yang diajukannya di hadapan sidang pemeriksaan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Majelis Hakim di tingkat Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

alasan-alasan pemohon kasasi tidak dibenarkan dan pertimbangan hukum 

majelis hakim pengadilan negeri Jakarta pusat telah tepat dan benar. 

Ditambahkan pula bahwa permohonan PT. Persada Sembada bersifat 

prematur. 

Selanjutnya, masih dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah 

Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi oleh pemohon kasasi harus 

ditolak. Dan karena permohonan kasasi ditolak, maka pemohon kasasi 

dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. 

Namun demikian, yang sangat mengejutkan, dalam amar putusan 

dalam perkara nomor 855 K./Pdt.Sus/2008 , majelis hakim memberikan 

putusan yang sangat berbeda dengan pertimbangan hukum sebagaimana 

telah diurai diatas, selengkapnya dikutip sebagai berikut: 

MENGADIL!: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. 
Persada Sembada tersebut; 
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Menghukum Pemohon Kasasi unruk membayar biaya petkara dalam 
lingkat kasasi ini sehesar Rp. 5,000.000.~ (iimajuta rupiah): 

4.2.2. Analisa 

Pacta pokoknya Pcrmobon<m Pembatalan Putusan Arbitrase yang 

diajukan oleh PT. Persada Sembada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

pada pokoknya didasarkan atas alasan-a\asan yang diatur da\am Pasal 70 

huruf (c) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Dikatakan da\am Pasal 70 huruf(c) Undang-Undang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa para pihak dapat mengajukan 

pennohonan pemb~talan putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga 

diambil dari basil tivu !!luslihat yang dilakukan o\eh sa\ah satu pihak 

dalam pemeriksaan sengketa, 

Terkait dengan penggunaan alasan dalam ketentuan Pasal 70 huruf 

(c) Undang-Undang Arhitrase, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang 

Arhitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan hahwa 

permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase 

yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan 

pembatalan yang disebut daiarn pasal ini harus dibuktikan dengan putusan 

pengadilan. Apabi)a pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut 

terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan 

sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabutkan atau menolak 

permohonan. 

PT. Persada Sembada dalam permohonannya tidak menghadirkan 

bukti-hukti berupa putusan pengadilan yang menguatkan alasan-alasannya, 

yakni adanya dugaan tipu musllhat yang dilakukan oleh lawannya. 

pemohon arbitrase, PT. Petronas Niaga Indonesia. Selain hal tersebut 

tampaknya pemohon pembatalan putusan arbitrase juga tidak melakukan 

upaya untuk mendapatkan putusan pengadllan terkait dengan dugaan tipu 

muslihat 

Putusan pengadilan negeri Jakarta pusat pada pokoknya teJah tepat, 

yakni tidak membatalkan putusan arbitrase karena tidak cukup buktL 
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Namun, pengadilao negeri Jakarta pusat telah keliru dafam pertimbangan 

hukumnya dan salah dalam menerapkan hukum acara. 

Pennohonan PT. Persada Sembada mengandung cacat fonnal 1 

perrnohonan yang diajukan ber~ifat prematur karena permohonan diajukan 

terlalu dini. Dengan dipedomani penjelasan Pasal 70 Undang-Undang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka PT. Persada 

Sembada seharusnya menunggu adanya putusan pengadilan mengenai 

adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh PT. Petronas Niaga Indonesia. 

Setelah terbitnya putusan tersebut, maka PT. Persada Sembada baru 

memilild kapasitas secara formal untuk mengajukan upaya hukum 

pembatalan putusan arbitrase. 

Pendapat adanya cacat formil dalarn permohonan PT. Persada 

Semahada ini juga dinyatakan Mahkamah Agung dalarn pertimbangannya. 

Dikatakan bahwa "Pennohonan ini Prematur sebab hams dibuktikan lewat 

putusan pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat I kebohongan 

(bukan hanya tafuir dari salah satu pihak) vide bukti Pasal 70 Undang

Undng No. 30 Tahun 1999". Terharlap cacat formil berupa permohonan 

prematur ini, PT. Petronas Niaga Indonesia juga telah mengajukan eksepsi 

di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Dengan demikian, maka seharusnya pengadilan negeri 

mengabulkan eksepsi PT. Petronas Niaga dan menyataka.n pennohonan 

tidak dapat diterima (niet orrvankelijke verldaord). 

Penerapan hukum acara di tingkat banding oleh Mahkamah Agung 

juga keliru. Di awal pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan 

bahwa pennohonan PT. Persada Niaga bersifat prernatur. Dengan 

demiklan, sehubungan dengan adanya eksepsi dari pihak lawan, PT. 

Petronas Niaga Indonesia, maka sudah sepatutnya apabila pada tingkat 

banding Mahkemnh Agung memperbaiki amar putusan pengadilan negeri 

Jakarta pusat, mengabulkan eksepsi tergugat karena pennohonan 

mengandung cacat formal dan menyatakan permohonan tidak. dapat 

diterima (niet onvankelijke verk/aard), 
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4.3.Pcrkara Ant:ara llT. Berdikari Insurance Mclawan PT. Kalthn Daya 

Mandiri 

4.3.1. Duduk Perkara 

Perkara permoh.onan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa 

dan diputus hlngga tingkat banding ini melibatkan PT. Berdikari Insurance 

disatu pihak melawan Majelis Arbitrase ad hoc dan PT. Kaltim Daya 

~Aandiri di satu pihak lain. 

PT. Berdikari Insurance adalah sebuah perusahaan asuransi yang 

bera:lamat di Jalan Merdeka Barat Nomor 1, Jakarta Pusat. 

Majelis Arbitrase ad hoc pada perkara ini adalah majelis Arbitrase 

ad hoc terdiri dari Junaedy Ganie, SE, MH., ANZIF (Snr Assoc) AAIK 

(HC), CLU, ChFC dan Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb, 

yang beralamat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Gedung Wahana 

Graba Lt2, Jl. Mampang Prapatan No.2, Jakarta. 

PT. Kaltim Daya Mandiri adalah perusahaan berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas1 yang beralamat di Wisma KIE 2"d floor, Jalan 

Paku Kaji Kav-79, Bontang, Kalimantan Timor dan atau Plaza Pupuk 

Kaltim, B-2"' llcor, Jalan Kebon Sirih 6 A, Jakarta Pusat. 

Pada mulanya PT. Kaltim Daya Mandiri selaku tertanggung 

menandatanganl perjanjian polis asuransi Machinery Breakdown nomor 

18.33.1 1.00025.03, dimana PT. Berdikari Insurance berkedudukan selaku 

Terlapor. 

Terdapat k[ausula. arbitrase dalam polis asuransi Machinery 

Breakdown nomor 18.33.11.00025.03 pada butir 6.6, yang 

menyatakan "Segala perbedaan yang timbul dari polis ini akan diserahkan 

pada keputusan seorang Arbitrator yang akan ditunjuk secara tertuHs o)eh 

para pihak yang berbeda pendapat" , atau bilamana mereka tidak 

sependapat atas penunjukan seorang Arbitrator pada keputusan dua orang 

Arbitrator, masing-masing akan ditunjuk secara tertulis oleh setiap pibak. 

da1am waktu satu bulan kalender setelah ditentukan secara tertulis 

sebagaimana dinyatakan oleh setiap pihak, atau dalam hal kedua Arbitrator 

tidak mencapai kescpakatan oleh seorang wasit yang akan ditunjuk oleh 
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kedua orang Arbitrator sebelum dimulainya persidangan. Wasit akan 

duduk bersama kedua Arbitrator dan mernimpin persidangan~persidangan 

mereka. Dibuatnya keputusan IIICTupakan tindakan yang didahlllukan dari 

segala tindakan terhadap perusahaan, mengatur bahwa Arbiter berhak 

memutos atas setiap perbedaan yang timbul diantara para pihak." 

Sengketa muncul akibat klaim asuransi atas biaya perhaikan 

kerusakan Rotor GTG yang diluntut oleh PT. Kaltim Daya Mandiri dito!ak 

oleh PT. Berdikari Insurance. Karena hal tersebut. PT. Kaltim Daya 

Mandid selaku pemohon arbitrase mengajukan sengketa ini untuk 

diseJesaikan rnelalui Arbitrase ad hoc. 

Selanjutnya, pada tanggal 25 Juli 2008, MajeHs Arbitrase ad-hoc 

yang terdiri dari Junaedy Ganie, SE, MH., ANZIF (Snr Assoc) AAIK 

(HC), CLU, ChFC dan Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb 

, memenangkan PT. Kaltim Daya Mandiri. memberikan putusan dengan 

amar sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN 
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ; 

2. Menghukum kepada Termohon untuk mernbayar kepada Pemohon 
sebesar US$ 4,070,314.57 dan Rp. 617.788.098.65,-

3. Meinerintahkan kepada Termohon untuk membayar kembali 
seperdua dari biaya perkara dan fasilitas persidangan kepada 
Pemohon yang Ielah mernbayar terlebih dahulu biaya perkara dan 
fasilitas persidangan sebesar US$ 41,417.74, Rp. 36.976.441,· dan 
Rp. 17.500.000,-

4. Menghuku~ Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini 
selarnbatlarnbatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan Arbitrase 
Ad-Hoc ini didaftarkan ; 

5. Menyatakan putusan Arbitrase Ad-Hoc ini adalah putusan daiam 
tingkat pertarna dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak ; 

6. Memerintahkan kepada Sekretaris MajeHs sidang Arbitrase Ad
Hoc untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan 
Arbitrase Ad-Hoc ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dengan tenggang waktu 
sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. 

Terhadap putusan arbitrase tersebut, PT. Berdikari Insurance 

mengajukan pennohonan pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat, menarik Majelis Arbitrase ad hoc selaku Termohon I 

dan PT. Kaltim Daya Mandiri selaku Termohon ll. 
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Pada pokoknya dasur pennohonan PT. Berdikari Insurance 

didasarkan atas dua bal. pertama, penyembunyian dokumen sebagaimana 

diatur dalam Pasal 70 huruf b, Undang-Undang Arbitrase d~ Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, dan keberatan atas pembentukan majelis arbitrase 

ad hoc, 

PT. Berdikari Insurance mendalilkan bahwa PT. Kaltim Daya 

Mandiri telah melakukan penyewbunyian dokumen berupa uBerita Acara 

Pelaksanaan Tokar Tambah Rotor GTG". Dikatakan dalam 

permohonannya bahwa dokumen tersebut tidak terlihat dalarn 

pertlmbangan hukurn Majelis Arbitrase Ad-Hoe dalam putusannya 

sehingga dalarn klaim yang dimuat dalam putusan berdasarkan biaya 

perbaikan atas Rotor GTG yang kenyataannya Rotor dimaksud tidak 

diperbaiki (direpair) melainkan diganti baru dengan melaknkan tukar 

tambah Rotor GTG yang rusak. 

PT. Berdikari Insurance juga keberatan atas proses pembentukan 

Majelis arbitrase ad hoc berdasarkan beberap>~ haL Menurutnya klausul 

arbitrase belum berlaku karena belum muncul sengketa antara PT. 

Berdikari Insurance dengan PT. Kaltim Daya Mandiri, karenanya 

pembentukan Majelis Arbitrase ad hoc yang salah satu ditunjuk oleh PT. 

Kaltim Daya Mandiri dan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

adalah tidak sah. Kaltim mendalilkan bahwa pihaknya telah mengajukan 

tuntutan hak ingkar atas arbiter Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, 

FCBArb yag ditelapkan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, tetapi hingga dlajukannya proses banding belum ada putusan atas 

tuntutan hak ingkar tersebuL 

MajeHs arbitrase ad hoc selaku T ennohon I memberikan 

jawabannya kepada kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 

21 Agustus 2008. Selain mengajukan eksepsi bahwa pennohonan 

pemohon bersifat prematur. Majelis arbitrase ad hoc memberikan 

jawabannya atas dalil PT. Berdikari Insurance mengenai dugaan 

penyembunyian dokumen yang dilakukan PT. Ka\tim Daya Mandiri pada 

saat pemeriksaan di arbitrase. Dikatakan dalam jawabannya bahwa "Berita 
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Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG" yang dilalilkan oleh 

Pemohon pembatalan adalah tidak pemah ada dan klaim PT. Kaltim Daya 

Mandiri selaku Pemohon Pemeriksaan Arbilrase kini Tennohon I berupa 

biaya perbaikan Rotor GTG,' bukan klaim biaya pembelian Rotor GTG 

baru. 

Selanjutnya, diakatakan oleb Majelis Arbitrase ad hoc, bahwa 

Majelis Arbitrasc sudah menghitung besaran klaim yang dikabulkan, 

khusus untuk rotor GTG adalah atas dasar biaya perbeikan (repair) bukan 

ganti rugi baru alau biaya tukar tambah sebegoimana rlituduhkan 

Pemohon, sehingga langgung jawab Pemohon sebegai penanggung 

asuransi tidak menjadi lebih besar. Mohon periksa putusan Majelis 

Arbitrase sebegoi pertimbangan dasar penggantian halaman 53, peribal 

perhitunganjumlah klaim mumi, angka4, 5, 6 dan 7. 

Turut Termohon , PT. Kaltim Daya Mandiri dalam jawabannya 

tertanggal 21 Agustus 2008 pada pokoknya menyatakan bahwa 

menyatakan bahwa 11 Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor GTG" 

memang tidak ada sehingga tidak mungkin untuk disembunyikan oleh 

pihaknya. PT. Kaltim Daya Mandiri meminta pengadilan negeri Jakarta 

pusat untuk menolak permohonan pembataian karena tidak pennohonan 

tidak didasarkan alas bukti pengadilan. 

Dikatakan pula oleh PT. Kaltim Daya Mandiri bahwa 

pembentukan majelis arbitrase ad hoc telah sesuai dengan klausul 

arbitrase. 

Pada langgal 22 September 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

menjatuhkan putusan nomor 02/P/Pembatalan 

Arbitrase/2008/PN.JKT.PST., dengan amar putusan sebagai berikut: 

Dalam Ekse!llli: 
- Menolak ekskepsi Termohon dan Turut Termohon untuk 
seluruhnya ; 
Dalam Pokok Perkara Permohonan: 
- Menolak permohonan Pernohon untuk seluruhnya ~ 

~ Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini 
yarg hiugga saat ini diperhtingkan sebesar Rp. 191.000~- (Seratus 
Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah); 
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Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meno!ak 

pennohonan pembatalan putusan arbitra.sc, PT. Berdikari Insurance 

mengajukan banding ke Mahkamah Agung. 

Mahkamah agung dalam pertimbangan huk.umnya menyatakan 

alasan~ahtsan pennohonan banding tidak dapat diterima. Dikatakan bahwa 

pengadilan negeri Ielah tepa! dan benar dalam menerapkan bukum, dengan 

alasan: 

J, Bahwa judex facti telah memutuskan berdasarkan apa yang menjadi 

kesepakatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Polis Machinery 

Breakdown No. 18.33.11.00025.03, butir 6.6 tentang Penunjukan 

Arbitrator ~ 

2. Pemohon tidak hadir pada penyelesaian tingkat arbiter, mesldpun telah 

dipanggil dengan patut ; 

3. Pemohon lidak dapat membuktil<an dalil tuntutannya, sebagaimana 

diumtukan dalarn Pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 untuk 

membatalkan putusan arbitrase ; 

Berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkarnah Agung dalam 

putusan nomor 84lKIPdt.Sus12008 tertanggal2l Januari 2009 rnenguatkan 

putusan pangadilan negeri Jakarta pusat nomor 02/P/Pembatalan 

Arbitrase/200&/PN.JKT.PST. dan menyatakan perrnohonan banding PT. 

Berdikari Finance ditolak. 

4.3.2. Analisa 

Pada pokoknya alasan-aiasan yang mendasari pennohonan 

pembatalan putusan arhitrase oleh PT. Berdikari Insurance didasarkan alas 

dua hal, pertarna, alasan penyembunyian dokumen sebagaimana diatur 

dalam Pasal 70 huruf b, Undang-Undang Arbitrase dan Altematif 

Penyeiesaian Sengketa, dan alasan keberatan atas pembentukan majelis 

arbitrase ad hoc. 

Pasal 70 undang-undang arbitrase dan altematif penyelesaian 

scngketa menentukan hahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat 
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mengajukan pennohonan pembatala:n apabila putusan tersebut diduga 

mengandung unsur-unsur sehagai berikut : 

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan~ setelah putusan 

dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; 

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat 

menentukan, yang disembunyikan oleh pihak !awan;atau 

c. putusan diambil dari basil tipu muslihat yang di,lakukan oleh saleh satu 

pihak dalam pemeriksaan sengketa. 

Sedangkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa Pennohonan 

pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah 

didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan penmohonan pembatalan yang 

disebut dalarn pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. 

Apahila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau 

tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak pennohonan. 

Terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang 

diajukan oleh PT. Berdikari Finance berdasarkan atas alasan Pasal 70 

huruf b. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaiau Sengketa, 

maka PT. Berdikari Finance harus dapat membuktikan adanya fakta 

penyembunyian dokumen, yang bersifat menentukan, yang dilakukan oleh 

PT. Kaltim Daya Mandiri. Untuk rnembuktikannya1 sebagaimana 

disyaratkan dalarn Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengket, harus ada putusan pengadilan yang 

membuktikan adanya dugaan penyembunyian dokumen sebagaimana 

didalilkan dalarn permohonan pembatalan putusan arbitrase. 

Mahkameh Agung teleh tepat dalam pertimbangannya yang 

menyatakan PT. Berdikari Finance tidak dapat membuktikan dalil 

tuntutannya, sebagairnana ditentukan dalam Pasal 70 Und~ng~Undang 

Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa untuk membatalkan 

putusan arbitrase. PT. Berdikari finance seiaku pemohon pembatalan 

tidak dapat menghadirkan bukti adanya putusan pengadilan mengenai 
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adanya dugaan penyembunyian dokumen ''Bcrita Acara Pelaksanaan 

Tukar Tambah Rotor GTO" yang dilakukan oleh PT. Kaltim Daya 

Mandiri. 

Sebagai tambahan. dengan berasumsi, apabila PT. Berdikari 

Finance dapat menghadirkan bukti putusan pengadllan mengenai 

penyembunyian dokumen "Berlta Acara Pelaksanaan Tukar Tambah Rotor 

GTG" yang dilakukan oleh PT. Kaltim Daya Mandiri, apakah dengan 

demikian Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan arbitrase sesuai 

dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa? 

Jawabannya ada!ah tidak. Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang 

Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa, maka bukti putusan 

pengadi!an merupakan bukti authentik yang mengikat hakim bahwa 

memang terdapat fakta penyernbunyian dokumen. Sebmjutnya) hakim 

masih harus meneliti apakah ada hubungan yang sangat erat antara 

dokumen yang disembunyikan dengan substansi putusan. Dengan hadimya 

dokumen yang disembunyikan tersebut, maka putusan arhitrase akan 

berbeda secara substansi. Adanya penyembunyian dokumen dengan 

putusan pengaditan, tidak serta merta menjadikan batalnya putusan 

arbitrase. 

Sebagaimana da1am jawaban Majelis Arbitrase ad hoc~ bahwa 

klaim PT, Kaltim Daya Mandiri selaku Pemohon Pemeriksaan Arbitrase 

kini Termohon l berupa biaya perbaikan Rotor GTG, bukan klaim biaya 

pembelian Rotor GTG baru. Majelis Arbitrase ad hoc mengaku sudah 

menghitung besaran klaim yang dikabulkan, k.husus untuk rotor GTG 

adalah atas dasar biaya perbaikan (repair) bukan ganti rugi baru atau biaya 

tukar tambah sebagaimana dituduhkan PT. Berdikari Insurance, seh.ingga 

tanggung jawab PT. Berdikari Insurance sebagai penanggang asuransi 

tidak menjadi lebih besar. 

Cukup jelas, kalaupun "Berita Acara Pelaksanaan Tukar Tambah 

Rotor GTGn dihadirkan dalam pemeriksaan arbitrase, maka putusan 

arbitrase tidak akan berubah. K.arena putusan arbitr.ase, khususnya besaran 
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nllai uaang klaim yang harus dlbayar P'L Berdikari Insurance tidak 

didasarkan atas nilai pengganlian rotor GTG, narnun didasarkan atas 

1biaya perbaikan'. 

Mengenai alasan keberatan atas pembentukan majelis arbitrase ad 

hoc. Tampaknya baik pengadilan negeri Jakarta pusat maupun mahkamah 

agung kurang jeli dalam memilah-milah fakta yang didalilkan pemohon. 

Dari dalil-dail Pemohon, PT. Berdikari Insurance sebenan.ya telah 

mengemukakan bahwa bahwa pihaknya telah mengajukan tuntutan hak 

ingkar atas arbiter Anggana Wardhana Rosdiono, SH, LLM, FCBArb yang 

ditetapkan pengadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi 

hingga diajukannya proses banding belum ada putusan atas tuntutan hak 

ingkar tersebut. 

Dengan demikian, maka yang perlu dijawab adalah apakah 

diabaikannya hak ingkar dapat digunakan sebagai alasan untuk 

membatalkan putusan arbitrase? 

Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa 

tidak membatasi alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase 

hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur daJarn Pasal 70 

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Penggunaan ketentuan 'ain sebagai dasar permohonan pembatalan putusan 

arbitrase diperbolehkan. Ketidak absahan lata cara pengambilan putusan 

arbitrase, antara lain, proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan 

hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. 

Tampaknya, penggunaan alasan-alasan pembatalan putusan 

arbitrase diluar ketentuan Pasa) 70 Undang-Undang Arbitrase juga 

diperbolehkan oleh majelis bakim Mabkamah Agung dalarn perkara 

nomor 841 K/Pdt.Sus/2008. Sebagaimana tadi telah diuraikan, mahkamah 

agung juga mernpertlmbangkan keabsahan pembentukan majelis arbitras,e 

ad hoc. 

Adanya fakta bahwa termohon arbitrase sedang mengajukan 

tuntutan ingkar terhadap salah satu arbiter, yakni Anggana Wardhana 

Rosdiono. SH, LLM, FCBArb kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 
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namun sebelum keluarnya pulusan alas tuntutan ingkar tersebut Majelis 

Arbitrasc ad hoc mencruskan pemeriksaan sengketa hingga memberikan 

putusan merupakan pelanggaran ata:; hak ingkar sebagairnana ditentukan 

dalarn Undang-Undang Arbitrase dan Alteratif Penyelesaian Sengketa. 

Dengan be,um diputusnya tuntutan ingkar oleh Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, maka majelis arbitrase ad hoc untuk sementara waktu kehilangan 

kewen~gannya untuk memeriksa perkara. Dengan demikian maka 

pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara tersebut diambil 

oleh Majelis Arbitrase yang tidak memiliki kewenangan. 

Berdasarkan uraian diatas maka, seharusnya Mahkamah Agung 

membatalkan putusan arbitrase tersebut dan memerintahkan para pihak 

agar sengketa diperiksa kembaH oleh majelis arbitrase lain. 

4A.Perkara Antara PT# Bumigas Energy Melawan PT. Geo Dipa Energi 

4.4.1. Duduk Perkara 

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa 

dan diputus hingga tingkat banding ioi melibatkan PT. Bumigas Energi 

disatu pihak melawdn Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Majelis 

Arbitrase perkara nomor 271/Xl/ARB-BANI/2007. 

PT.Bumigas Energi ada!ah perusahaan berbentuk perseroan 

terbatas, beralamat di Menara Gracia Lt5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 

17. Jakarta. 

Perkara pembatalan putusan arbitrase ini bermula dari adanya 

permohonan arbitrase oleh Gee Dipa Energi selaku Pemohon melawan PT. 

Bumigas Energi selaku Termohon di Badan Arbitrase Nasionallndonesia 

dengan perkara No. 27l/XIIARB-BANII2007. Majelis Arbitrase BANI 

telah menyidangkan perkara a quo dan memberikan putusan perkara 

nomor 271/XIIARB-BANII2007 pada tanggal 17 Juli 2008 yang pada 

pokoknya memenangkan tuntulan Geo dipa Energi. 

Terhadap putusan rnajelis arbitrase BANI tersebut, PT. Bumigas 

Energi mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Pernbatalan menarik BANI 
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dan Majelis Arbilrase BANI dalam perkara nomor 271/XI/ARB

BANI/2007 selaku Termohon I dan Tennohon II, sedangkan Geo Dipa 

Energi selaku Pemohon arbitrase yang memenangkan sengketa tidak 

ditarik selaku para pihak dalam permohonan pernbat~lan putusan arbitrase. 

Pada pokoknya pennohonan pemhatalan arhitrase yang diajukan 

PT. bumigas energy tersebut didasarkan atas alasan diketemukan bukti

bukli baru. Adapun bukti-bukti baru tersebut antara lain; 

a. Anggaran Dasar PT. Geo Dipa Energi yang menyatakan PT. Oeo Dipa 

Energi adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas ; 

b. Bahwa terbadap perkara telah ditemukan bukti baru yaitu sural 

pemberitahuan dari pihak CNT mengenai pembatalan perjanjian antara 

PT. Bumi Gas Energi dan CNT (Bukti P-I) ; 

c. Bahwa bukti baru berupa drafl-dmft Perjanjian Geothermal yang berisi 

mengenai perundingan~perundingan mengenai isi Perjanjian 

Geothermal (Bukti P-2) ; 

d. Bahwa terdapat bukti baru yaitu korespondensi antara PT. Bumi Gas 

Energi dan PT. Dipa Energi yang membahas mengenai draft perjanjian 

berikut mempertanyakan kelengkapan dokumen yang harus dimiliki 

PT. Geo Dipa Energi (Bukti P-3); 

e. Bahwa juga ditemukan bukti baru berupa kesaksian dari Pengacara 

yang membuat perjanjian dan memberikan konsultasi terlladap 

pembuahm draft perjanjian (Bukti P-4) ; 

f. Bahwa terdapat bukti baru berupa pendapat hukum dari Kantor Hukum 

Lubis~ Ganie~ Soerowidjojo yang menyatakan bahwa PT. Geo Dipa 

Energi adalah badan hukum swasta murni yang mendapatkan 

pembiayaan atas proyek dari para investor dan bukan darJ dana 

pemerintah (Bukti P-S) ; 

Di dalam uraian fundamentum petendi permohonannya P'f. 

Bumigas Energy mendalilkan bahwa terdapat fakta-fakta yang 

menunjukkan bahwa adanya pembatalan pendanaan dari pihak ketiga 

kepada PT. Bumigas Energy diakibatkan oleh Geo Dipa Energi tidak dapal 

memenuhi concession rights dalam perjanjian antara Geo Dipa Energi 
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dengan PT. Bumigas Energy dan PT. Burnigas Energy adalah pihak yang 

mengalami kerugian materiil Rp.l49.668.971.098,- (seratus empat puluh 

sembila.n milyar enam ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh 

puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah). 

Dikatakan pula, bahwa fakta-fakta terSebut tidak dinilai oleh 

majelis arbitrase atau setidaknya bukti-bukti baru tersebut belum dinilai 

oleh majelis arbitrase. 

Selanjutnya, dalarn petitumnya PT. Bumigas Energi rnemohon 

putusan sebagai berikut: 

I. Menyatakan menerirna dan mengabulkan permohonan 
Pemohon; 

2. Menyatakan putusan BAN! No. 271/X!/ARB-BANI/2007 
tidak mcncerminkan rasa keadilan dan kepatutan ; 

3. Menyatakan putusan BANI No. 271/Xl/ARB·BANI/2007 
adalah batal demi hukum ; 

4. Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari 
permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon. 

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, 

Te:rmohon I dan Tennohon II tidak mengajukan jawaban, tetapi 

mengajukan eksepsi dan rekonvensi. 

Pada bagian eksepsi, dikatakan bahwa pengadilan neg<ri Jakarta 

selatan tidak memiliki kompetensi absolut. Sedangkan, pada bagian 

rekonvensi, Termohon I dan Termohon II menyatakan bahwa permohonan 

yang dilakukan oleh pemohon merupakan bentuk pencernaran nama baik, 

Pemohon dituntut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum 

untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000,· (satu juta 

rupiah) dang anti rugi immaterial sebesar Rp. I 0.000.000.000,- (sepuluh 

milyar). 

Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan hukum bahwa 

permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI perkara nomor 

271/Xl/ARB-BAN!/2007 tidak sempurna dengan tidak diikutkannya PT: 

Geo Dipa Energi selaku para pihak dalam permohonan pembatalan. 

Atas pennohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan 
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No. 267/PdLI'/2008/PN.JKT.Scl. tanggal 15 Januari 2009 yang amarnya 

sebagai berikut : 

DALAM KONVENSI : 
DALAM EKSEPSI : 
1. Menolak eksepsi Termohon dan Termohon II tent.:mg 

kompetensi absolut terse but~ 
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara a quo ; 
DALAM PQKOK PERKARA ; 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaard) ; 
DALAM REKONVBNS! : 
Menyatakan permohonan Pemobon tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaard) ; 
DALAM KONVENS! DAN REKONVENS! : 
Menghukum Pemohon dalam KonvensiiTennohon da)am 
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 34!.000,
(tiga ratus empat pulub satu ribu rupiah); 

PT. Bumigas energy mengajukan pennohonan handing ke 

mahkamah Agang dalam register perkara nomor 250K/Pdt.Sus/2009. 

Mahakamah Agung dalam perrimbangan hukumnya menyatakan 

alasan-alasan dari Pemohon Banding yang diajukan oleh Pembanding 

tidak dapat dibenarkan oleh karena : 

bahwa gugatan yang diajukan oleh Pernohon adalah gugatan 

pembatalan putusan arbitrase ; 

bahwa pembatalan putusan arbitrase hanya mungkin dilakukan apabila 

memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang

undang No. 30 Talmn 1999 ; 

bahwa temyata dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh 

Pemohon, karena tidak diikutkannya pihak lain yang berhubungan 

dengan surat yang disangka palsu tersebut; 

bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan 

benar ~ 

Selanjutnya dalarn amar putusannya tanggal 18 Mel 2009, 

rnahkamah agung menyatakan menguatkan putusan pengadilan negeri 

Jakarta selatan nomor 267/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL. 
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4A2. Analisa 

Pada pokoknya dasar pennohonnn pembatatan putusan arbitrase 

yang diajukan oleh PT. Bumigas Energy didasarkan atas adanya dokumen

dokumen barn, dan dalil bahwa majelis arbitrase tidak menilai fakta yang 

sebenarnya. Pemohon dalam petilum permohonannya juga meminta 

pengadllan negeri Jakarta selatan menyatakan putusan BANI No. 

271/XIIARB-BANI/2007 tidak mencerminkan rasa,keadilan dan kepatutan 

dan menyatakan putusan BANI No. 271/XI/ ARB-BANI/2007 adalah batal 

dcmi hukum. 

Kemudian, di memon bandingnya, uraian pemohon 

dikualifikasikan mernenuhi keteJttuan Pasa! 70 Undang-Undang Arbitrase 

dan Altematif Penyelesaian Sengketa. 

Pertimbangan pengadiian ncgeri Jakarta pusat dan mahkamah 

agung sudah tepat. Alasan-alasan yang dikemukakan pemohon pembatalan 

arbitrase, PT. Bumigas Energy bukanlah alasan-alasan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa. Dengan demikian, sudah tepa! putusan pangadilan negeri 

Jakarta selatan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 

Pertimbangan hukum lain yang menyatakan perihohonan ddak 

sernpurna karena tidak diikutkannya PT. Geo Dipa Energi sudah tepat. 

Selayaknya PT. Goo Dipa Energi selaku pihak yang dimenangkan oleh 

putusan arbitrase ditarik selaku termohon dalam permohonan pembatalan 

putusan arbitrase. Tidak diHbatkannya PT. Geo Dipa Energi merupakan 

pelanggaran terhadap asas audi el palteram partem. Petmohonan 

Pembatalan Putusan ArbHrase sangat terkait dengan kepentingan pihak 

lain, da!am hal ini kepentingan PT. Geo Dipa Energi. Sudah selayaknya 

apabHa PT. Geo Dipa Energi ikut diperdengarkan pendapatnya dalam 

perneriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase. 

Dari sudut hukum acara, kekurang lengkapan pihak yang bertindak 

sebagai tergugat berarti mengandung plurium litis consortium. akibat 

hukunmya, gugatnn dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena 

itu pemtohonan/gugatan dikualifikasi mengandung cacat formH. 
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5.1. Kcsimpuhm 

BABS 
PENUTUP 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpu\kan bahwa menurut Undang

Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, setelah Majelis 

Arbitrase memberikan putusan akhir atas sengketa yang dimintakan diperiksa 

kepadanya, para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase tersebut 

dapat melakukan upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan atau 

melalui pengadilan. 

Upaya !mk1Jm melalui Majelis Arbitrase bersangkutan meliputi 

Permohonan Koreksi Putusan Arbitrase dan Permohonan Penambahan atau 

Pengurangan Putusan Arbitrase. 

Upaya hukum melalui Pengadilan meliputi Permohonan Penolakan 

Pelaksanaan dan Pengak.uan Putusan Arbitrase Internasional dan Pennohonan 

Pembatalan Putusan Arbitrase. 

Pengaturan upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan yang 

meliputi Pennohonan Koreksi Putusan Arbitrase dan Permohonan 

Penambahan atau Pengurangan Putusan Arbitrase diatur secara singkat dalam 

Pasal 58 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

Ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat tidak 

mengatur rinci mengenai tata cara upaya hukum dimaksud. Misalnya, 

pertama, mengenai bentuk permohonan apakah harus tertulis ataukah cukup 

lisan, kedua, mengenai kedudukan pihak lawan dalam permohonan, apakah 

pihak lawan wajib diberitahu akan adanya permohonan, ketiga, mengenai 

batas waktu pemeriksaan dan pembcrian putusan permohonan oleh majelis 

arbitrase, keempat, mengenai akibat hukum dikabulkannya permohonan. 

Menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilafl 

dilakukan berdasarkan jabatannya atau secara ex officio, tanpa memerlukan 

adanya permohonan khusus. Ketentuan Pasal V Konvensi New York 1958 

memberikan kemungkinan dilakukannya Penolakan Pengakuan dan 

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan baik karena 
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adanya permohonan parn pihak bcrdasarkan Pasal V Ayat ( i) Konvens:i New 

York 1958 atau berdasarkan jabatannya secara ex oJjicio berdasarkan Pasal V 

Ayat (2) Konvensi New York 1958. 

Ketentuan Pasal?O, Pasal71, Pasal?l Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa memberikan pengaturan alasan-alasan serta 

tata cara untuk melakukan Pembataian Putusan Arbitrase. Undang~Undang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mem,berikan 

menguraikan secara limitatif alasan-alasan yang dapat digunakan untuk 

membatalkan Putusan Arbitrase. sehlngga hal ini rnenimbulkan ketidakpastian 

hukum. Adanya ketentuan yang mewajibkan alasan~alasan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa dibuktikan dengan putusan pengadilan akan mengakibatkan 

tertutupnya kemungkinan melakukan upaya hukum Pennohonan Pembatalan 

Putusan Arbitrase berdasarkan pasal tersebut. 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa, khusunya berkenaan dengan upaya hukum 

terhadap Putusan Arbitrase. Perlu ada pengaturan yang lebih rinci dan jelas 

mengenai Koreksi Putm~an Arbitrase dan Penambahan atau Pengurangan 

Putusan Arbitrase, misalnya berkenaan bentuk permohonan, sebaiknya 

diwajibkan dalam berbentuk tertulis. kedua, mengenai kedudukan pihak lawan 

dalam permohonan, sebaiknya ada kewajiban agar pihak lawan wajib 

diberitahu akan adanya permohonan, ketiga, mengenai batas waktu 

pemeriksaan dan pemberian putusan permohonan oleh majelis arbitraset hams 

dibatasi~ keempatj mengenai akibat hukum dikabulkannya permohonan harus 

ada pernyataan yang jelas babwa putusan atas permohonan merupakan bagian 

kesatuan dari putusan arbitrase, dan putusan yang akan didaftarkan di 

pengadilan adalah putusan terakhir setelah diputuskannya permohonan. 

Perlu ada perbaikan ketentuan mengenai alasan-alasan Pembatalan 

Putusan Arbitrnse. Sudah selayaknya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa merincikan alasan-alasan pembata1an putusan arbitrase 
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secara tcrpcrinci dan limitatif schingga tidak menimbulkan ketidakpastian 

hukum. Adanya kewaj iban pembuktian dengan menggunakan putusan 

pengadilan sebaiknya dihapuskan. Pembuktian atas alasan Pasal 70 Undang

Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa cukup dilakukan 

dalarn pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. 
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